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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sejarah penyelenggaraan haji zaman dahulu, yakni sebelum lahirnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Umat Islam Indonesia menunaikan
Ibadah Haji secara sendiri-sendiri dengan menggunakan kapal layar yang
memakan waktu berbulan-bulan bahkan ada yang lebih dari dua tahun. (Haji-
Nusantara.blogspot.com, diakses tanggal 4 Juni 2009).
Permulaan perjalanan haji dari Indonesia sangat tergantung pada
keadaan transportasi antara kepulauan nusantara dengan Jazirah Arab melalui
pelayaran perdagangan dan berkaitan erat dengan masuk dan tersebarnya
Islam serta pembentukan komunitas muslim di Indonesia sebagai faktor-faktor
anteseden haji Indonesia (Shaleh Putuhena, 2007: 67). Pada masa awal
kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh
Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama dan diatur dalam
ketentuan peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 1960 sebagai kebijakan pemerintah pertama yang mengatur tentang
penyelenggaraan ibadah haji. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan
tersebut, pihak swasta tetap diberi kesempatan untuk mengurus pelaksanaan
ibadah haji melalui yayasan yang dibentuk oleh organisasi keagamaan.
Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pihak swasta pada waktu itu
terdapat banyak masalah yang timbul, karena pelaksanaannya dipengaruhi
oleh badal-badal syekh, broker atau tengkulak haji, bermunculan usaha-usaha
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2perorangan dan panitia-panitia penyokong haji yang banyak melibatkan pihak-
pihak swasta dan jasa haji. Panitia-panitia penyokong haji swasta ini tidak
mempunyai rasa tanggung jawab, mereka cenderung mencari keuntungan
semata. Mereka mempengaruhi calon jemaah haji dengan prosedur yang
mudah dan pelayanan yang ramah, ternyata tidak memenuhi ketentuan sesuai
dengan izin yang diberikan pemerintah sehingga di lapangan banyak terjadi
penipuan, kesulitan teknis, adiministrasi dan tidak seperti yang
dipropagandakan dan dijanjikan. Akhirnya menimbulkan kekecewaan,
kesulitan, kericuhan yang berkepanjangan dan tidak berjalan seperti yang
diharapkan. (www.informasihaji.com, diakses tanggal 4 Juni 2009).
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kebijakan
dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas
nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 8 ayat 2). Atas dasar
itu maka pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan
perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan
kenyamanan yang diperlukan setiap warga negara (Umat Islam) yang akan
menunaikan ibadah haji.
Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji telah lama menjadi satu isu
penting yang mengundang banyak perhatian masyarakat. Perhatian tersebut
terutama berkisar pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimal.
Tumbuhnya kritik atas pelaksanaan haji bukan tanpa alasan, kasus-kasus yang
berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penyelenggaraan haji dewasa ini
memunculkan kritik tajam yang tidak hanya mempertanyakan tingkat
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3profesionalisme pengelola, tapi juga mendorong lahirnya berbagai pandangan
yang menghendaki perubahan pola penyelenggaraan pelaksanaan haji yang
selama ini menjadi kewenangan Departemen Agama. Sebagian respon
masyarakat terkesan mengesampingkan aspek lain dari haji, yaitu perangkat
perundang-undangan yang jarang tersosialisasi dengan baik.
Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji
akibat sosialisasi kebijakan pemerintah yang kurang baik, diantaranya kasus
terjadinya jama’ah haji waiting list pada tahun 1995, dimana jama’ah haji
yang terdaftar sebanyak 231.000 orang yang melebihi kuota  yang diberikan
sebanyak 195.000 orang. Kuota tersebut telah ditetapkan oleh OKI di Amman,
Jordania tahun 1987 sebesar 1 per mil dari jumlah penduduk muslim suatu
negara (Pola Penyuluhan Haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Departemen Agama RI, 2008: 91). Tingkat kenaikan yang sangat tinggi ini
tidak terdeteksi secara dini karena sistem pendataan, pelaporan dan monitoring
masih menggunakan sistem manual yang lambat dan konvensional, karena
pada saat itu dilakukan dengan telepon, faksimili, dan hard copy berupa daftar
nominatif yang dikirim secara berkala melalui pos atau kurir (Pedoman Media
Centre Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008: 2)
Berbekal pengalaman tersebut, pemerintah melakukan kaji ulang
terhadap sistem penyelenggaraan haji secara keseluruhan, baik dari aspek
perencanaan, pendataan, operasional manajerial, sumber daya manusia, dan
perkembangan teknologi informasi. Salah satu aspek dalam pemanfaatan
teknologi informasi ini adalah dengan terbentuknya sistem komputerisasi yang
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4beroperasi secara online dan real time yang disebut Media Centre Haji
(MCH), walaupun pada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal
disebabkan terutama karena kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi
kualifikasi sebagai pengelola sebuah devisi sistem informasi, sehingga
kemajuan atau alih teknologi dari manual ke komputerisasi belum
terimplementasi secara nyata.
Ada beberapa masalah seputar organisasi penyelenggara haji. Pertama,
struktur organisasi penyelenggara perlu disusun efisien, independen, dan
mandiri, tetapi baiknya mewakili lima departemen terkait, yaitu Depag,
Depdagri, Deplu, Depkumham, dan Depkes. Selama ini tidak ada tim lintas
departemen sehingga menyebabkan penyelenggaraan haji merepotkan serta
high cost. Model kantor bersama ‘Samsat’ mungkin satu model yang patut
dipertimbangkan. Tetapi, pilihan ideal tentu ketika penyelenggara haji adalah
badan khusus milik pemerintah yang mampu mengambil keputusan sendiri.
Kedua, memiliki sistem dan prosedur (sisdur) yang baku. Sistem dan prosedur
yang berganti-ganti selama ini menggambarkan penyelenggara haji tidak
memiliki sisdur yang baku. Ketiga, sistem perekrutan petugas haji mesti
profesional dan tepat kebutuhan. (Republika online, diakses tanggal 8 Juni
2009).
Pembatasan jama’ah haji yang dikenal dengan pembagian kuota haji
(quontum) yang telah dikenal sejak tahun 1952, diterapkan kembali pada tahun
1996 didukung dengan sistem komputerisasi haji terpadu untuk mencegah
terjadinya over quota seperti yang pernah terjadi pada tahun 1995 dan sempat
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
commit to users
5menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat khususnya calon
jama’ah haji yang terdaftar pada tahun itu. Pembagian kuota selanjutnya
disebut dengan porsi, didistribusikan secara proporsional untuk masing-
masing daerah dalam beberapa tahun terakhir. Sistem pembagian porsi ini
terbukti efektif dalam membantu perencanaan penyelenggaraan ibadah haji
meskipun unsur kepastian bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji
belum sepenuhnya dapat diterapkan secara konsisten. Saat ini, Indonesia
memiliki kuota haji terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 210 ribu jama’ah
(Realita Haji Indonesia, Edisi September 2008)
Sebagai seorang muslim yang akan menunaikan ibadah haji harus
memiliki kemampuan (Istitho’ah). Dalam ibadah haji, Istitho’ah merupakan
salah satu syarat yang harus dimiliki dan dikuasai oleh jama’ah haji sebelum
melaksanakan ibadah haji, artinya seseotrang diwajibkan untuk melaksanakan
ibadah haji karena Istitho’ah. Dalam Bimbingan Manasik Haji (Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008: 7) Istitho’ah artinya mampu, dalam
hal ini mampu melaksanakan haji/ umrah ditinjau dari segi :
a. Jasmani:
Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji/ umrah.
b. Rohani:
1). Mengetahui dan memahami manasik haji/ umrah.
2). Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah
haji/ umrah dengan perjalanan yang jauh.
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6c.   Ekonomi:
1). Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2). BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan
yang apabila dijual menyebabkan kemudaratan bagi diri dan
keluarganya.
3). Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
d.   Keamanan:
1). Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji/ umrah.
2). Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab
yang ditinggalkan dan tidak terhalang/ mendapat izin untuk perjalanan
haji.
Selain kemampuan atau Istitho’ah, calon jama’ah haji harus pula
menguasai manasik haji atau tata cara melaksanakan ibadah haji, meliputi
rukun dan wajib haji. Penguasaan manasik haji mutlak harus dimiliki oleh
setiap calon jama’ah haji sebelum berangkat ke tanah suci Makkah. Sebagai
contoh rukun haji, yang meliputi Ihram (niat), Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah,
Sa’i, Cukur dan tertib (Bimbingan Manasik Haji, Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2006: 12).
Pelaksanaan program pelatihan dan bimbingan atau tata cara
pelaksanaan haji perlu diperhatikan karena hal ini didasarkan pada dua aspek,
yaitu: pertama, aspek teologis bahwa haji merupakan rukun islam kelima,
aspek ini memberikan penyadaran bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki
tanggung jawab vertikal dan horisontal. Tanggung jawab vertikal menandakan
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7bahwa haji adalah masalah ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu
tanggung jawab ini terkait erat dengan masalah sah atau tidaknya suatu
pelaksanaan ibadah. Tanggung jawab horisontal menandakan bahwa haji
adalah memiliki makna sosial, oleh karena itu dalam tanggung jawab ini
terkait erat dengan masalah hasil dan manfaat ibadah haji (spiritual
expertence) bagi jama’ah haji yang harus mampu menjaga perilaku yang baik
sebagai makhluk sosial. Kedua, pemerintah selaku penyelenggara memiliki
tanggung jawab untuk mengantarkan jama’ah haji untuk mencapai personal
haji yang diharapkan.
Untuk memenuhi keinginan dan harapan tersebut, maka pemerintah
berupaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan
dengan perkembangan sosial budaya, ekonomi, politik, dan aspirasi
masyarakat yang variatif sehingga dapat memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap kepentingan negara dan masyarakat serta tidak
meninggalkan akuntabilitas publik.
Mengingat pelaksanaan haji bersifat massal, berlangsung dalam jangka
waktu panjang (kontinyu/ terus-menerus) dan penyelenggaraan haji
memerlukan manajemen yang baik serta melibatkan urusan publik, maka
pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan secara transparan kepada
publik (masyarakat). Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian
Agama Pusat memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota untuk mengurusi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji
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8di wilayahnya, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Madiun. Pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan secara
kontinyu dan melibatkan unit-unit kerja terkait intern departemen, antar
departemen, anggota masyarakat dan para pelaksana haji lainnya. Dalam
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun, pembinaan manajemen
yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun diikuti 300
peserta. Mereka berasal dari calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini
dan penyuluh haji di tingkat kecamatan. Menurut Sofyan Jauhari, Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, pemerintah sebagai
penyelenggara haji terus berupaya meningkatkan pelayanan. Pemerintah juga
memberikan perlindungan bagi tabungan jamaah haji. “Semoga 338 calon
jamaah haji dari Kabupaten Madiun yang akan berangkat tahun 2009 ini
memperoleh pelayanan yang baik”.(Radar Madiun online, diakses tanggal 4
Juni 2009).
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan ibadah
haji di Kabupaten Madiun dapat diakses secara transparan oleh masyarakat
dan memberikan kontribusi dalam nuansa perhajian Indonesia yang mengarah
kepada penyelenggaraan haji yang semakin mantap, tertib, lancar, dan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan manajemen
penyelenggaraan pelayanan ibadah haji pada sebelum, saat, dan sesudah
pelaksanaan ibadah haji dimasa sekarang maupun yang akan datang
berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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9Implementasi penyelenggaraan ibadah haji selama ini juga ditemukan
berbagai kelonggaran aturan yang telah diterapkan. Adanya  diskresi aturan
semacam itu, kemungkinan diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran
program. Selain hal itu, kesatuan tekad dan komitmen yang tinggi dari calon
jamaah haji dan stake holder juga kemungkinan diperlukan, mengingat selama
ini dinilai semangatnya masih naik turun/ belum total dalam
pengimplementasian program. Partisipasi dari masing-masing jamaah haji dan
penyelenggara serta bagaimana membangun sistem jaringan dengan berbagai
pihak/ stake holder yang belum maksimal selama ini, juga kemungkinan akan
mempengaruhi peningkatan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan
pengembangan program. Melihat permasalahan diatas, maka penulis merasa
tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses Implementasi
program Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan di
depan, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu: “Bagaimana Implementasi
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ?”
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini
adalah antara lain untuk:





2. Mengetahui bagaimana implementasi undang-undang tentang haji.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan hambatan
apa saja yang ditemui Departemen Agama Kabupaten Madiun dalam
penyelenggaraan ibadah haji.
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi Kementerian
Agama Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah
haji yang lebih baik.
2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan ibadah haji.
3. Diharapkan bisa memberikan peluang bagi penelitian yang lebih lanjut.
4. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana




Kehidupan dalam persaingan global ini, setiap negara dituntut untuk
mampu mengembangkan diri agar mampu bertahan dari kondisi krisis.
Mengembangkan diri berarti mampu mandiri dan berdaya saing sehingga
memiliki keunggulan kompetitif. Michael E. Porter mengemukakan bahwa
keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu negara




dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi (dalam
Dwidjowijoto, 2004: 49).
Untuk menciptakan lingkungan yang demikian tersebut, hanya dapat
diciptakan secara efektif oleh kebijakan publik (Dwidjowijoto, 2004: 50).
Kebijakan publik sendiri menurut Heidenheimer merupakan studi tentang
“bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif
(inaction) pemerintah” (dalam Parsons, 2005: xi). Selain itu, Thomas R. Dye
juga menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” (dalam Winarno, 2008:
17).
Lebih lanjut lagi, kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-
isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan
dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan
agenda politik (Parsons, 2005: xi). Sementara itu, menurut James Anderson
dalam Winarno (2008: 18) kebijakan merupakan arah tindakan yang
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor
dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Carl I.
Frederick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana
kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan




menyatakan kebijakan adalah “a set of interrelated decisions…cocerning the
selection of goals and the means of achieving them within a specified
situation..” (serangkaian keputusan yang saling bersangkut-paut…mengenai
tujuan-tujuan yang diseleksi dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut
dalam situasi yang ditentukan).
Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut, secara sederhana,
kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak
dikerjakan oleh pemerintah (Dwijowijoto, 2004:4). Secara rinci, pada
hakekatnya bahwa kebijakan publik adalah jalan dalam mencapai tujuan
bersama (Dwidjowijoto, 2004:51).
Kebijakan publik dinilai sebagai suatu keharusan bagi suatu negara.
Karena perjalanan hidup suatu negara sangat bergantung pada kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya. Kebijakan publik yang
excellent (istilah Riant Nugroho D. dalam Kebijakan Publik : Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi, 2004) akan menjadi roda penggerak yang efektif
yang akan menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat. Karena, disini, selain sebagai jalan dan arah
untuk mencapai tujuan, kebijakan publik juga merupakan suatu aturan main
dalam kehidupan bersama. S. Zainal Abidin berpendapat bahwa kebijakan
pemerintah yang dapat dianggap kebijakan resmi memiliki kewenangan
yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (dalam Naihasy,
2006:20). Tentu saja, dalam hal ini kebijakan publik akan bersifat mengatur




Oleh karenanya, kebijakan publik juga terbagi kedalam berbagai
jenis. Berdasarkan pada karakter kebijakannya, kebijakan publik kedalam 2
(dua) jenis (Dwijowijoto, 2004:63), antara lain:
1. Regulatif versus Deregulatif; atau Restriktif versus Non-Restriktif
Kebijakan jenis ini adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang
dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang
regulatif/ restriktif dan deregulatif/ non-restriktif.
2. Alokatif versus Distributif/ Redistributif
Kebijakan jenis ini adalah kebijakan alokatif dan distributif. Kebijakan
ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan
anggaran atau keuangan publik. Lebih jauh lagi Richard A. Musgrave
dan Peggi B. Musgrave mengemukakan.
“…bahwa fungsi kebijakan keuangan publik adalah fungsi
alokasi yang bertujuan mengalokasikan barang-barang publik
dan mekanisme alokasi barang dan jasa yang tidak bisa
dilakukan melalui mekanisme pasar, fungsi distribusi yang
berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk
didalamnya perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan
dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi
tersebut, dan fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan
dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.”
(dalam Dwijowijoto, 2004:63)
Kebijakan publik juga memerlukan proses kebijakan yang dimulai
dari isu hingga evaluasi kebijakan. Proses tersebut harus dilakukan secara
berurutan agar menghasilkan kebijakan yang baik dan benar. Menurut





1. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa
yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (agenda setting)
Penyususnan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada
pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan
diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (policy formulation)
Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui
inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi
perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah,
presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (legitinating of policy)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik,
kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (policy implementation)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik,
dan aktivitas agen eksklusif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri,




Adapun siklus skematik dari proses kebijakan publik, yaitu :
Gambar 1.1. Bagan Siklus Proses Kebijakan Publik
Sumber : Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004:73
Proses kebijakan publik bukan merupakan proses yang sederhana.
Munculnya kebijakan publik dikarenakan ada isu atau masalah publik yang
mendasar, menyangkut banyak orang, dan mendesak untuk diselesaikan.
Masalah publik sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang
menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang
menginginkan pertolongan atau perbaikan (Winarno, 2008: 70). Masalah
publik yang demikian besar dan penting akan menggerakkan dan mendesak
pemerintah untuk bertindak, yakni dengan mulai dibahas dalam proses
formulasi kebijakan publik. Namun demikian, tidak semua masalah publik
bisa melahirkan suatu kebijakan, melainkan hanya masalah publik yang
dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari
solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (only those that
move people to action become policy problem) (Widodo, 2008:15).
Formulasi kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan publik


















(Dwijowijoto, 2004:101). Bahkan manakala proses formulasi kebijakan
tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang
diformulasikan tidak akan bisa mencapai pada tataran yang optimal
(Widodo, 2008:43). Terlebih lagi dalam tahap yang krusial ini banyak sekali
perumus kebijakan gagal menyelesaikan persoalan-persoalan publik bukan
karena cara yang digunakan, disebabkan masalah yang diselesaikan kurang
tepat (Winarno, 2008:86). Selain itu Russel L. Arkoff menyatakan.
“…bahwa keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah
memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang
juga tepat. Namun….kita lebih sering gagal karena kita
memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi
yang tepat terhadap masalah yang tepat.” (dalam Winarno,
2008:86)
Sehingga dalam tahap formulasi kebijakan para pembuat keputusan
harus dapat mengalisis persoalannya terlebih dahulu sebelum mencari
solusinya.
Setelah melalui tahap perumusan kebijakan, maka kebijakan publik
yang telah diputuskan ini akan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat atau
pemerintah bersama-sama dengan masyarakat (Dwijowijoto, 2004:74). Ini
merupakan tahap implementasi kebijakan. Menurut Pressman dan
Wildavsky implementasi adalah sebuah proses interaksi antar penentuan
tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Parsons, 2005:
466). Sementara itu, menurut Lester dan Stewart implementasi dipandang
secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor,




kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program (Winarno, 2008:144).
Lebih lanjut lagi, Joko Widodo mengambil kesimpulan bahwa
implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang
termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) (Widodo, 2008:
88). Sedangkan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto, 2004:158). Suatu
program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan (Winarno, 2008:143). Oleh karena itu, kebijakan
yang sudah diputuskan harus diimplementasikan agar dapat dirasakan hasil
serta dampaknya oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam Int. J. Health
Policy Initiative 2009 Copyright “Policy Implementation Barriers Analysis:
Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries”, Kai Spratt
(2009: 3) juga dikatakan bahwa:
“Successful policy or program implementation requires that those
involved have sufficient information. Information includes
technical knowledge of the matter at hand and levels and patterns
of communication between actors. For example, do those
responsible for implementation actually know with whom they
should be working and who the policy is supposed to benefit (target
groups)? Do they know, for instance, which department is assigned
to lead the implementation and how the program will be
monitored? Do they know the culture and processes of other
organizations in their network? Have guidelines and protocols
been developed, and are they readily available? How is
information and communication between actors coordinated? Do
beneficiaries have sufficient and appropriate information to benefit
from the program?” (Kesuksesan kebijakan atau implementasi
program memerlukan keterlibatan informasi yang cukup. Informasi




komunikasi antar para aktor. Sebagai contoh, melakukan tanggung
jawab untuk implementasi yang benar-benar mengetahui dengan
siapa mereka harus bekerja dan kebijakan siapa yang kira-kira
bermanfaat ( kelompok target)? Apakah mereka mengetahui,
sebagai contoh, departemen mana yang ditugaskan untuk
memimpin implementasi dan bagaimana program akan dimonitor?
Apakah mereka mengetahui proses dan kultur dari organisasi lain
dalam jaringan mereka? Sudahkah protokol dan petunjuk
dikembangkan, dan apakah mereka bersedia? Bagaimana
mengkoordinir komunikasi dan informasi antar para aktor? Apakah
mereka mempunyai informasi sesuai dan cukup bermanfaat bagi
program?).
Dalam proses implementasi kebijakan ini perlu diperhatikan juga
mengenai batasan-batasan implementasi. Van Meter dan Van Horn
menguraikan batasan implementasi kebijakan.
“policy implementation encompasses those actions by the public
and private individuals (or groups) that are directed at the
achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This
include both one time efforts to transform decision into operational
terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small
changes mandated by policy decision” .
(Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik
yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau
kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan
sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha
mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola
operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut mencapai
perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan tertentu) (dalam Widodo, 2008:86)
Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan haruslah disertai
dengan tindakan-tindakan yang dapat berupa program-program atau
kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Sementara itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik
dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yakni secara langsung




formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut
(Dwijowijoto, 2004:158). Adapun bagannya sebagai berikut :
Gambar 1.2. Bagan Langkah-Langkah Kebijakan Publik
Sumber : Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 159
Sehingga kebijakan publik yang akan diimplementasikan harus
diturunkan terlebih dahulu kedalam program-program, proyek-proyek atau
kegiatan-kegiatan yang langsung dapat diaplikasikan kedalam masyarakat.
Selain itu, dalam proses implementasi ini juga akan dijabarkan
kedalam tahap-tahap yang lebih operasional, antara lain: (Widodo, 2008:90)
1. Tahap Interpretasi
Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat















Mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan dalam
implementasi kebijakan, yakni :
a. Pelaksana kebijakan
b. Standar prosedur operasi
c. Sumber daya keuangan
d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan
e. Penetapan jadwal kegiatan
3. Tahap Aplikasi
Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke
dalam realitas nyata.
Dengan adanya penjabaran tersebut, maka akan semakin
mempermudah pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan
yang telah ditetapkan.
Kebijakan publik yang telah melalui tahap formulasi kebijakan dan
implementasi kebijakan maka akan diukur dan dinilai sejauh mana
kebijakan tersebut dilaksanakan atau dampak yang dihasilkan. Tahap ini
merupakan tahap paling akhir dalam proses kebijakan publik, yakni tahap
evaluasi kebijakan (Winarno, 2008:225). Evaluasi kebijakan diperlukan
untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Dwijowijoto,
2004:183). Sementara itu, Thomas Dye mendifinisikan evaluasi kebijakan
adalah pemerikasaan yang objektif, sitematis, dan empiris terhadap efek
dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari tujuan yang ingin




menyatakan evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai manfaat suatu
kebijakan (dalam Winarno, 2008: 226). Sedangkan dalam arti yang lebih
spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).
Evaluasi kebijakan sendiri dipandang sebagai suatu kegiatan yang
fungsional, yang artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada
tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh tahap dalam proses
kebijakan, meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-
program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Winarno, 2008: 226).
Bahkan evaluasi terhadap lingkungan kebijakan juga perlu dilakukan
(Dwijowijoto, 2004: 185). Sehingga dari tahap evaluasi kebijakan ini akan
dihasilkan rekomendasi yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan
kebijakan yang mendatang.
Untuk melakukan evaluasi kebijakan yang komprehensif, maka
harus mengikuti beberapa langkah dalam tahap evaluasi kebijakan publik.
Menurut Edward A. Suchman dalam Winarno (2008: 230) ada 6 (enam)
langkah dalam evaluasi kebijakan publik, yakni:
1. Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan




5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak
Disini terlihat bahwa untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan
yang baik dan benar. Maka harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai.
Setiap tahap evaluasi kebijakan ini menurut Lester dan Stewart
terdapat 2 (dua) tugas yang berbeda. Adapun tugas-tugas tersebut adalah,
sebagai berikut: (dalam Winarno, 2008: 226)
1. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang timbul oleh
suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas ini
merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik
mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak.
2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan
berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tugas ini sangat berkaitan erat engan tugas yang pertama. Setelah kita
mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui
penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui
apakah program yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak
yang diinginkan.
Dari kedua tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai
kinerja kebijakan telah berhasil atau tidak, maka harus menganalisis dan




Namun demikian, evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk
melihat hasil (outcomes) dan dampak (impact), akan tetapi dapat pula untuk
melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijaksanaan dilaksanakan
(Widodo, 2008: 112). Ini merupakan evaluasi implementasi kebijakan
publik. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat
apakah proses implementasi suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai
dengan petunjuk teknis/ pelaksanaan (guide lines) yang telah ditentukan
(Widodo, 2008: 112).
Berdasarkan hal tersebut, menurut Mustopadidjaja evaluasi
kebijakan publik dibedakan kedalam 2 (dua) macam tipe, yakni : pertama,
tipe evaluasi hasil (outcomes of publik policy implementation) merupakan
riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Dengan ukuran
keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi
tujuan program dapat dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses (process of public
policy implementation), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dengan ukuran
keberhasilan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi dengan
garis kebijakan (guard lines) yang telah ditetapkan (Widodo, 2008: 112).
Sementara itu, Palumbo dalam Parsons (2005: 549) berpendapat ada
7 (tujuh) mode dalam siklus informasi dan siklus kebijakan. Diantaranya, 2





Evaluasi yang dilakukan ketika program/ kebijakan sedang
diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah
program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan
keberhasilan. Rossi dan Freeman mendeskripsikan mode evaluasi ini
sebagai evaluasi pada tiga persoalan, yaitu: (dalam Parsons, 2005: 550)
a. Sejauh mana program mencapai target populasi yang tepat
b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi
desain program atau tidak
c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program
2. Evaluasi Sumatif
Evaluasi yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara
aktual berdampak pada problem yang ditanganinya.
Selain itu, James P. Lester dan Joseph Steward Jr. dalam
Dwidjowijoto (2004: 197) mengelompokkan evaluasi implementasi
kebijakan menjadi 4, yaitu:
1. Evaluasi proses
Evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasinya.
2. Evaluasi impak
Evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/ atau pengaruh dari
implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan






Berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-
kebijakan yang ada untuk menentukan kesamaan-kesamaan tertentu.
Sesuai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap
implementasi kebijakan juga mengambil peran yang penting dalam
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik dan benar. Karena dalam
evaluasi ini menekanakan pada proses kebijakan itu sendiri. Proses yang
akan menghasilkan output dan dampak kebijakan.
2. Implementasi Kebijakan
Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Solichin Abdul Wahab (1991 : 54), implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya keputusan tersebut berbentuk undang-
undang namun bisa juga berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan, dimana pada
umumnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
tujuan yang dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses
implementasinya.
Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab (1991: 51)
merumuskan definisi implementasi kebijaksanaan negara sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada





Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005: 19) menjelaskan bahwa proses
implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan
administratif yang bertangung jawab untuk melaksanakan program tapi juga
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua
pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan
kebijakan baik yang positif maupun yang negatif.
Proses implementasi merupakan fase yang sangat penting dalam
keseluruhan proses tahap pembuatan kebijakan. Udoji dalam Solichin Abdul
Wahab (1991: 45) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu
yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan
kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian
atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan.
Berdasarkan beberapa pengertian implementasi diatas, dapat
disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan
keputusan kebijakan yang dilakukan oleh stakeholder (individu-individu/
pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) yang menyangkut perilaku
badan administratif, jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial
dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan keputusan kebijakan.
Seperti dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright “Policy
Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in




“Finding a model for policy implementation does not mean that
implementers then can employ a simple process, using quick fixes
to create rapid change in an implementation network—long-term
behavior change rarely happens that way. Instead, a simplified
model provides a framework for systematically identifying and
addressing factors that implementers have some chance of
influencing. The activity team identified such a model in the
Contextual Interaction Theory.” (Temuan suatu model untuk
implementasi kebijakan tidak berarti bahwa pelaksana
implementasi kemudian dapat mengerjakan suatu proses sederhana,
penggunaan perbaikan yang cepat untuk menciptakan perubahan
cepat di dalam suatu jaringan implementasi perubahan perilaku
jangka panjang yang jarang terjadi. Sebagai gantinya, suatu model
kerangka disederhanakan untuk mengidentifikasi secara sistematis
dan menunjukkan faktor bahwa pelaksana implementasi
mempunyai beberapa kesempatan berpengaruh. Aktivitas tim ini
mengenali model Ketergantungan Teori Interaksi seperti itu.)
(http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/99
8_1_PIBA_FINAL_12_07_09_acc.pdf)
Proses implementasi tidak harus selalu didasarkan pada
kepentingan state (pemerintah), tetapi bisa pula didasarkan pada
kepentingan stakeholder di luar pemerintah. Ada kecenderungan bahwa
implementasi menuntut dilibatkannya partisipasi masyarakat atau orang-
orang yang terkena kebijakan untuk ikut dilibatkan dalam pengambilan
keputusan, juga dalam implementasi tidak menutup kemungkinan
dilakukannya diskresi sebagai suatu tindakan yang mencerminkan
kelonggaran dalam melaksanakan hukum, demi terciptanya keadilan
terutama dalam kelompok-kelompok yang belum beruntung, demikian pula
didalam implementasi suatu program ada kecenderungan dituntutnya
tindakan secara network sehingga suatu aktivitas menuntut adanya praktek-
praktek kerjasama baik itu terhadap institusi sejenis, selevel atau kelompok




(Sudarmo, 2008). Analisis menuntut pemikiran-pemikiran kritis yang bisa
diadopsi atau dilakukan melalui tinjauan lintas teori, lintas sumber data, dan
lintas metode.
Stakeholder adalah orang atau pihak yang bisa memberi nilai, baik
itu berupa pemanfaatan, kerugian, stakeholder juga bisa diartikan sebagai
orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh action, kebijakan, atau
program (Sudarmo, 2008). Dalam penelitian ini, stakeholder adalah orang
atau pihak yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun. Mereka juga bisa
memberikan nilai manfaat maupun kerugian bagi program. Yang dimaksud
dengan stakeholder disini bisa diartikan sebagai komponen Departemen
Agama yang meliputi Kepala Kantor Departemen Agama, para pegawai/ staf
karyawan, dan para jamaah haji Kabupaten Madiun. Dalam konsep
implementasi penyelenggaraan ibadah haji ini, partisipasi dari stakeholder
diatas juga dibutuhkan. Kaitannya dengan proses pengambilan keputusan
dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, implementasi ini menuntut
dilibatkannya partisipasi stakeholder dan/ atau pelaksana dalam hal ini
Departemen Agama Kabupaten Madiun. Proses implementasi ini memiliki
kecenderungan muncul semacam diskresi atau kelonggaran suatu aturan
yang terjadi di lapangan. Selain itu, proses implementasi ini juga menuntut
adanya suatu tindakan kerjasama dengan membentuk sistem jaringan, baik





Partisipasi merupakan unsur esensial dalam proses implementasi.
Partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan
penumbuhan kesadaran untuk mencapai keberhasilan pembangunan.
Menurut Erwan dalam (Dwiyanto, 2005: 189) Partisipasi publik merupakan
salah satu indikator penting atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan
yang demokratis, disini tidak hanya dilihat sebagai keterlibatan publik
dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai aktivitas politik lain
yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Partisipasi
masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan hal penting yang harus
dilakukan di negara yang menganut paham demokrasi. Partisipasi publik
dalam proses pembuatan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan-
kepentingan stakeholders adalah cara untuk meyakinkan kepada masyarakat
bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokratis.
Demokrasi hanya akan memiliki arti ketika masyarakat atau warga negara
sebagai stakeholder utama selalu dilibatkan dalam proses pembuatan semua
jenis kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.
Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance ini
sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya
meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak
hanya sebagai pelanggan (customer) melainkan sebagai warga negara yang




UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Joko Widodo (2007: 116)
bahwa Partisipasi setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingnnya. Partisipasi seperti itu, dibangun
atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif. Menurut Rukminto (2008: 111) partisipasi masyarakat adalah
keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan
potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan
tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya
mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi
perubahan yang terjadi.
Moelyarto dalam Hessel (2005) menempatkan partisipasi sebagai
komponen strategis pendekatan pembangunan sosial, dengan asumsi
dasarnya bahwa rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari
pembangunan, dimana partisipasi merupakan akibat logis dan dalil tersebut.
Sedangkan Lukman Sutrisno dalam Hessel (2005) menempatkan
partisipasi sebagi style of development yang berarti bahwa partisipasi dalam
kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagi suatu
usaha mentransformasikan sistem pembangunan, dan bukan sebagai suatu
bagian dari usaha system maintenance.
Menurut Keith dalam Hessel (2005) unsur partisipasi ada tiga :
pertama adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan




kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga,
dan keterampilan, ketiga timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu
terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.
Menurut Jim dan Frank (2008: 285) pengembangan masyarakat
harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan
membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-
proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa
depan masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan
suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran.
Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap
partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta
proses inklusif yang akan diwujudkan. Partisipasi adalah sebuah konsep
sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat.
Dari berbagai definisi tentang partisipasi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat
(stakeholder) berupa aktivitas-aktivitas baik secara langsung atau tidak,
dalam proses pembuatan kebijakan sistem pembangunan, sehingga
masyarakat akan tumbuh kesadaran dan kepemilikannya. Konsep partisipasi
kaitannya dengan implementasi program penyelenggaraan ibadah haji di
Kabupaten Madiun ini ini bisa diartikan sebagai keterlibatan stakeholder
(Kepala Kantor Departemen Agama, pegawai/ staf karyawan, dan calon




dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga mereka akan
tumbuh kesadaran dalam kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji ini.
4. Diskresi
Suatu proses implementasi sering kali didalamnya terdapat berbagai
aturan yang telah dibuat belum sepenuhnya dapat mencakup berbagai hal/
kebutuhan yang terjadi di lapangan, untuk itu diperlukan adanya diskresi
kebijakan. Dwiyanto dalam Hessel (2005) menjelaskan bahwa diskresi
secara konseptual merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh
administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu yang tidak atau belum
diatur dalam regulasi yang baku. Dalam konteks tersebut, diskresi dapat
berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oleh
administrator kepada pengguna jasa. Pertimbangan untuk melakukan
diskresi adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau peraturan tidak
mungkin mampu merespons banyak aspek dan kepentingan semua pihak
sebagai akibat adanya keterbatasan prediksi para aktor atau stakeholders
dalam merumuskan kebijakan atau peraturan.
Chandler dan Plano dalam Hessel (2005 : 43) mengungkapkan bahwa :
“Administrative discretion is the freedom administrators have to make
choice which determine how a policy will be implemented.
Administrative discretion is the result of the inter action between
politics and administration”
(Diskresi administrasi adalah administrator bebas untuk membuat
pilihan yang menentukan bagaimana kebijakan akan diterapkan.
Diskresi administrasi adalah hasil aksi antara politik dan administrasi)
Tindakan diskresi dalam implementasi diperlukan sebagai
kewenangan untuk menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu kasus




secara teori adalah penyimpangan. Prinsip dalam diskresi adalah
menyatakan bahwa pelanggaran atau tindakan penyimpangan prosedur tidak
perlu terlalu dipermasalahkan, sepanjang tindakan yang diambil tetap pada
koridor visi dan misi organisasi, serta tetap dalam kerangka pencapaian
tujuan organisasi.
Indikator dalam analisis yang dipergunakan untuk melihat diskresi
birokrasi meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan aparat pelayanan
berdasarkan inisiatif, kreativitas, dan tidak terlalu bersandar pada peraturan
atau juklak secara kaku. Diskresi dinilai baik, apabila aparat birokrasi selalu
berupaya mengatasi sendiri kesulitan melalui cara-cara yang berorientasi
pada upaya pemuasan kepentingan publik. Tindakan diskresi yang ditempuh
meliputi mendiskusikan suatu masalah dengan rekan kerja, dan
memutuskan suatu masalah berdasarakan visi organisasi. Diskresi dinilai
buruk apabila aparat pelayanan dalam merespons kesulitan yang dihadapi
memilih mengambil tindakan dengan meminta petunjuk pimpinan atau
menunda pelayanan sampai pimpinan datang.
Saat proses pelaksanaan, tindakan diskresi diperlukan agar
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal, sekaligus
mampu memenuhi tujuan, visi, dan misi organisasi publik secara akurat
dan sistematis.
Michael dan Stewart  mengungkapkan bahwa :
“Administrative discretion is characteristically constrained by
rules. Administrators make their decisions by reference not only to
rules but also to guidelines which are intended to shape their




(Diskresi administrasi dibatasi oleh aturan. Administrator
mengambil keputusan dengan mengacu tidak hanya untuk aturan
tetapi juga untuk panduan yang dimaksudkan untuk membentuk
keputusan mereka dalam keadaan yang tidak tercakup oleh
peraturan)
Konsep diskresi ini seorang administrator membuat suatu
keputusan untuk memperjelas bagaimana implementasi ini berlangsung,
sehingga bisa menutupi keputusan yang belum termasuk dalam peraturan.
Sedangkan pada beberapa pelayanan publik (seperti dalam bidang
kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum) yang biasanya menyediakan
pelayanan, pengambilan keputusannya pun didasarkan pada keleluasaan
professional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Michael dan
Stewart (2000: 403)
“the government is the main source of employment and
remuneration for doctors, teachers and social workers, the doctors
clinical freedom, the teachers’ control over what is taught in the
school and how it is taught”
(Pemerintah adalah sumber utama tenaga kerja dan remunerasi
bagi dokter, guru dan pekerja sosial, para dokter kebebasan klinis,
kontrol guru atas apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana
yang diajarkan)
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
konsep diskresi adalah suatu langkah keleluasaan yang ditempuh
administrator dalam pengimplementasian program dengan membuat suatu
keputusan yang belum terdapat dalam aturan sebelumnya.
Dilihat kaitannya dengan implementasi penyelenggaraan ibadah
haji ini dapat dipahami atau dilihat dari adanya kelonggaran aturan yang
dibuat oleh pihak Departemen Agama Kabupaten Madiun dalam kenyataan




belum bisa seutuhnya mengadaptasi aturan yang ada. Ada beberapa suatu
keputusan yang diambil pihak Departemen Agama Kabupaten Madiun
untuk memudahkan implementasi program berlangsung, tetapi keputusan
tersebut masih berada jalur yang sesuai pada tujuan yang ditentukan. Hal ini
juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang ada belum mampu
memenuhi standar yang ditentukan atau belum siap sepenuhnya. Oleh
karena itu, pihak departemen agama Kabupaten Madiun harus bersikap
bijaksana/ luwes dan berpikir kreatif, namun tetap tidak mengubah visi
organisasi. Dalam kenyataan di lapangan, kemungkinan terdapat berbagai
kesulitan baik yang bersifat materi/ teknis bagi para jamaah haji maupun
pelaksananya. Disini, kemungkinan dibutuhkan suatu adanya diskresi/
kelonggaran aturan sehubungan dengan hal tersebut sehingga sharing
knowledge tetap bisa tersampaikan oleh pelaksana di lapangan kepada calon
jamaah haji. Diskresi ini dilakukan dengan tidak merubah tujuan, visi, dan
misi organisasi.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji
a. Pengertian Ibadah Haji
a.1. Pengertian Ibadah
Ibadah dari segi bahasa adalah taat, tunduk, mengikut dan
do’a. hakekat dari ibadah adalah menumbuhkan kesadaran diri
manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan
sebagai insan yang mengabdi pada-Nya. Pada prinsipnya, ibadah




pada kehendak Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
keridhoan Allah SWT yang telah menciptakannya dan memberi
kehidupan kepada manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian
akan mewujudkan suatu sikap dan perbuatan dalam bentuk-bentuk
ibadah.
Ibadah haji merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan
manusia (umat Islam) terhadap perintah Allah SWT yang
dilaksanakan dengan jasmani, rohani, dan harta yang dimiliki dengan
do’a, tata cara dan waktu yang tertentu demi kesempurnaan ibadah
tersebut serta untuk kepentingan pribadi dan masyarakat.
a.2. Pengertian Haji
Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dicantumkan
dalam rukun islam, dengan mengambil tempat (lokasi) tersendiri
yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu
dibeberapa tempat yang terletak di Tanah Arab. Departemen Agama
memberikan definisi ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah
(Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : wukuf,
tawaf, dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi
memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap Ridho-Nya.
Menurut H Sulaiman Rasjid (2004) Haji (asal maknanya)
adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud disini (menurut
syara’) adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci) untuk




Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji
merupakan ibadah yang sengaja dilakukan dengan mengunjungi
Ka’bah dan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan tawaf,
wukuf, sa’i, dan semua perbuatan yang ada hubungannya dengan
pelaksanaan manasik karena memenuhi panggilan Allah SWT dan
mencari ridho-Nya pada waktu tertentu dan niat yang tertentu pula.
Ibadah haji jika dilihat dari cara pelaksanaannya dapat
dibedakan menjadi:
1. Haji Ifrad, yaitu dengan membedakan haji dan umrah yang
dikerjakan sendiri-sendiri. Pelaksanaannya ibadah haji dilakukan
terlebih dahulu setelah selesai kemudian melakukan ibadah
umrah.
2. Haji Tammatu’ (bersenang-senang), yaitu melakukan ibadah
umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, setelah selesai
kemudian melakukan ibadah haji.
3. Haji Qiran (besama-sama), yaitu melaksanakan haji dan umrah
secara bersama-sama. Dengan cara ini berarti seluruh
pelaksanaan ibadah umrah sudah tercakup dalam pelaksanaan
ibadah haji.
b. Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Dalam penyelenggaraan Haji di Indonesia terdapat beberapa
peraturan tentang pelaksanaan Ibadah Haji yang dibuat oleh pemerintah,




Ibadah Haji, yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA)
No.396 Tahun 2003 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji yang didalamnya mengatur tentang sosialisasi, pembayaran BPIH,
manasik haji, pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji. Selain itu
juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/163 Tahun 2004 tentang Sistem
Pendaftaran Haji dan No. D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Dalam penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan ibadah
haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Madiun sesuai
dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
diantaranya: sosialisasi, pendaftaran, pembayaran BPIH, pelayanan
kesehatan, manasik haji, koordinasi antara pihak Kementerian Agama
dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Ibadah Haji.
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitho’ah,
baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup.
Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin
terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.
Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus
didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang




Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena
jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai
instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan
berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi,
kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Disamping itu, nama baik dan
martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di
sisi lain, adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam
penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan
yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah
Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan
mengedepankan kepentingan jamaah haji dengan prinsip nirlaba.
Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil,
profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah,
diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji
serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Indonesia.
Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-
menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan terhadap jamaah haji sejak mendaftar sampai kembali




penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jamaah haji.
Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi
dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi.
Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan
keamanan jamaah haji selama menunaikan ibadah haji.
Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional
dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi
masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah
haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan
baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam
rangka memberikan perlindungan kepada jamaah haji.
F. KERANGKA PIKIR
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di
Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang penyelenggaraan
Ibadah Haji yang mengamanatkan masing-masing Kementerian Agama Kota/
Kabupaten, seperti halnya di Kementerian Agama Kabupaten Madiun untuk
memberikan pengarahan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah
haji. Proses implementasi ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan




stakeholder yang meliputi Kepala Kantor Departemen Agama, para pegawai/
staf karyawan, dan para jamaah haji. Dalam Implementasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji di Kabupaten Madiun ini menyangkut tentang Sosialisasi,
pendaftaran, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan kesehatan,
pembimbingan manasik haji, partisipasi dan diskresi/ kelonggaran suatu aturan
yang terjadi dilapangan.
Kerangka pemikiran ini berusaha memberikan informasi mengenai
analisis implementasi suatu program kebijakan terhadap upaya penyempurnaan
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun Artinya, dengan adanya
suatu analisis implementasi suatu kebijakan, maka diharapkan akan
menghasilkan suatu bahan evaluasi dan kemudian akan menjadi bahan
rekomendasi kedepan. Sehingga dengan adanya rekomendasi tersebut, maka
diharapkan suatu kebijakan publik selalu berada dalam guard lines dan tidak
melenceng dari tujuannya. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut:





















Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang
memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan
dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk
mendapatkan data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan
penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu (Iskandar, 2008: 17). Sehingga
dalam penelitian ini diperlukan kemampuan untuk menggali informasi yang
sedalam-dalamnya namun tetap dalam konteks permasalahan yang diteliti.
Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif pada intinya
dilaksanakan melalui proses induktif, yaitu berangkat dari konsep khusus ke
umum, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar
masalah yang terjadi dilapangan (Iskandar, 2008: 187). Dari hal tersebut
maka akan dapat ditarik kesimpulan melalui tahap-tahapnya. Proses
pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan simpulan
bukanlah sesuatu yang berlangsung secara linear, melainkan merupakan
suatu siklus yang interaktif (Susanto, 2006: 24). Sehingga dalam penelitian
kualitatif ini dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu baru
kemudian membangun teorinya (Susanto, 2006:25).
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berusaha
untuk memaparkan, menggambarkan, dan membuat penafsiran data serta




dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang
memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. (H.B Sutopo, 2002:
35).
2. Lokasi   penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Departemen Agama
Kabupaten Madiun. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dengan
pertimbangan Departemen Agama Kabupaten Madiun sebagai salah satu
lembaga/ instansi pemerintah yang berwenang dalam urusan ibadah haji
memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan undang-undang tentang
haji. Dengan kata lain merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan
dengan objek penelitian, yang digunakan sebagai sumber untuk
memperoleh data.
Selain itu dengan dibangunnya Wisma Haji di Madiun yang
berfasilitas lengkap dan modern diharapkan mampu menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun.
3. Sumber Data
Dalam suatu penelitian, data menjadi bahan baku yang akan diolah
guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun beberapa
data yang akan diolah, yaitu: (Iskandar, 2008: 76)
1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan observasi,
wawancara, dan penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, yang menjadi




wawancara kepada pegawai-pegawai Departemen Agama Kabupaten
Madiun, terutama yang langsung menjadi pelaksana penyelenggaraan
ibadah haji dan jama’ah haji Kabupaten Madiun.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan
data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap
dokumen pribadi, resmi kelembagaan, tulisan dan lain-lain yang
memiliki relevansi terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, yang
menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip dan
laporan-laporan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji
Kabupaten Madiun.
4. Teknik Pengambilan Sampel
Untuk mendapatkan data dalam penelitian, maka peneliti harus
mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam objek penelitian. Hal ini
akan sangat beresiko, terutama dalam keterbatasan waktu, dan tenaga. Oleh
karena itu, diperlukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
sampling. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara
representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil
yang diamati (Iskandar, 2008: 69). Lebih lanjut lagi, Sutrisno Hadi
berpendapat bahwa sampel adalah sebagian individu yang diselidiki (dalam
Susanto, 2006: 114).
Sedangkan teknik sampling merupakan penelitian yang tidak




saja yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian (Iskandar, 2008: 69).
Terkait dengan teknik pengambilan sampel tersebut, maka dalam penelitian
ini menggunakan teknik pengambilan sampel tujuan (Purposive Sampling),
yakni pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti
berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut
dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan
pertimbangan tertentu (Iskandar, 2008: 74). Dalam hal ini, peneliti sengaja
menentukan anggota sampelnya berdasarkan kemampuan dan
pengetahuannya tentang keadaan populasi (Susanto, 2006: 120).
Selain itu, teknik pengambilan sampel lain yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Snowball Sampling. Teknik penarikan Snowball
Sampling adalah penarikan sampel bertahap yang makin lama jumlah
respondennya semakin besar (Slamet, 2006: 63). Teknik pengambilan
sampel ini dilakukan untuk mengantisipasi perilaku informan yang
cenderung menghindar ketika akan diwawancarai dan
merekomendasikannya kepada orang lain yang dianggap lebih mengetahui
dan berwenang memberikan informasi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini, sebagai berikut:
1. Wawancara mendalam (indepth interview)
Untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross cheks, peneliti




interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi
dan mengetahui informasi untuk mewakili obyek penelitian (Iskandar,
2008: 77). Teknik wawancara adalah cara yang dipakai untuk
memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti
dan yang diteliti (Slamet, 2006: 101). Lebih rinci lagi teknik wawancara
yang digunakan adalah wawancara mendalam. Melakukan wawancara
mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya
dari responden atau informan (Susanto, 2006: 131).
2. Observasi
Teknik pengumpulan data yang lain adalah melalui teknik observasi.
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat
nonverbal (Slamet, 2006: 85). Observasi merupakan proses yang
kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Susanto,
2006: 126). Sehingga membutuhkan kemampuan dalam mengamati
objek penelitian.
3. Studi dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan
data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Susanto, 2006: 136).
Dokumen-dokemen yang dapat berupa arsip-arsip, catatan pribadi,
laporan kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan-peraturan yang
relevan dengan fokus penelitian, seperti Undang-undang Nomor 13




diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
dan data-data lain serta informasi yang menunjang penelitian ini.
6. Validitas Data
Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin kesasihan
(validitasnya). Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan
informasi dari pengolahan data yang sudah diperoleh. Salah satu kriteria
teknik menurut Moeloeng, Danmin Sudarwan dan Sugiyono dalam
mengukur tingkat validitas data adalah dengan trianggulasi data (dalam
Iskandar, 2008: 229).
Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data (Iskandar, 2008:
230). Menurut Patton teknik trianggulasi dibedakan menjadi, antara lain :
(dalam Sutopo, 2002:78)
1. Data trianggulation, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber
data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama.
2. Investigator trianggulation, yaitu pengumpulan data sejenis yang
dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti.
3. Methodological trianggulation, yaitu penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan





4. Theoritical trianggulation, yaitu peneliti melakukan penelitian tentang
topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan
perspektif.
Dari beberapa teknik trianggulasi diatas, dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber (data trianggulation).
Menurut Moeloeng penelitian yang menggunakan teknik pemeriksaan
melalui sumbernya artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda (dalam Iskandar, 2008: 230). Dalam hal ini, pengecekan dilakukan
pada sumber-sumber yang dianggap kunci/ utama oleh peneliti. Dengan
demikian, berarti data yang sama atau sejenis akan lebih mantap
kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda (Sutopo, 2002:
79).
Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik
trianggulasi metode (methodological trianggulation), yakni penelitian yang
dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan
teknik atau metode pengumpulan data yang yang berbeda (Sutopo, 2002:
80). Menurut Danim dengan menggunakan trianggulasi metode ini
memungkinkan peneliti melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh
dengan metode tertentu dengan menggunakan metode yang lain (dalam
Iskandar, 2008: 231). Sehingga data yang diperoleh akan benar-benar teruji




7. Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dan Taylor analisis data adalah sebagai proses
yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan
ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan tema dan ide itu (dalam Iskandar, 2008: 221). Selain itu, menurut
Hamidi analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal turun ke
lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara “mengangsur atau
menabung” informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai
terakhir memberi interpretasi (dalam Susanto, 2006: 142).
Sementara itu menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa
analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu
disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripisikan (dalam
Iskandar, 2008: 221). Adapun langkah-langkah dalam analisis data
kualitatif, yaitu: (Iskandar, 2008: 223)
1. Reduksi data
Merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data,
dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjdi
temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.
2. Display/ penyajian data
Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori






Merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga
data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima
masukan.
Dari penjelasan diatas maka digunakan teknik pengumpulan data
dan analisis data model interaktif. Dimana dalam hal ini peneliti tetap
bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data
selama kegiatan pengumpulan data berlangsung (Sutopo, 2002: 95). Secara
sederhana model analisis interaktif ini, dapat digambarkan melalui bagan
sebagai berikut :
Gambar 1.4. Bagan model teknik pengumpulan data dan analisis data
secara interaktif menurut Miles dan Huberman












A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Berdirinya Departemen Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan
Negara Republik Indonesia melalui sejarah perjuangan yang panjang. Pada
tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan mengenai jumlah kementerian yang
akan dibentuk beserta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh Sub
Panitia yang terdiri dari Subardjo, Sutardjo, dan Kasman Singodimejo. Dalam
rapat ini, Latuharhary keberatan dibentuknya Kementerian Agama karena
terbentur pada masalah siapa yang hendak menjadi menteri agama yang dapat
diterima oleh semua pihak atau kalangan apapun dan dari manapun. Pada saat
itu disarankan agar setiap masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan
dan negara tidak mencampuri urusan agama.
Setelah 3 (tiga) bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang pada waktu
itu merupakan parlemen, menyelenggarakan sidang pleno di Jakarta yang
bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada
tanggal 24-28 November 1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden
dan Para Menteri serta utusan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dari
seluruh Indonesia. Setelah pemerintah menyampaikan keterangannya dalam




Nasional Indonesia Daerah (KNID), utusan Komite Nasional Indonesia
Karesidenan Banyumas yang terdiri dari K.H. Abu Dardiri dan M. Soekoso
Wiryosaputro dengan juru bicara K.H. Saleh Sunaidi mengajukan usul yaitu
agar Negara Indonesia yang telah merdeka ini hendaknya urusan agama tidak
hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja,
tetapi sebaiknya didirikan Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri.
Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi
dari para anggota Badan Pekerja Komite Nasional (semacam MPR pada waktu
itu) serta mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Sutan Syahrir
dan utusan daerah, seperti utusan dari Bogor yang terdiri dari M. Natsir, Dr.
Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan N. Kartosudarmo. Diterimanya usul
tersebut secara aklamasi oleh anggota Badan Perwakilan Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) merupakan suatu konsesus yang membuktikan
bahwa adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia adalah
kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.
Adanya Departemen Agama Republik Indonesia merupakan bukti
bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila 1
dari Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Motivasi adanya
Departemen Agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius,
juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, dan
mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.
Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disahkan berdasarkan




tanggal 24 Muharram 1364 H dan sebagai Menteri Agama yang pertama
adalah H.M. Rasyid, BA (sekarang Prof. Dr. K. H. Rasyid). Tanggal 1 Maret
1965 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun
1965 yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1964 sebagai hari berdirinya
Departemen Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya tanggal 3 Januari
ditetapkan sebagai hari lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia dan
diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran Departemen Agama.
B. KEDUDUKAN DAN PERANAN DEPARTEMEN AGAMA
1. Kedudukan Departemen Agama
a. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan
dan ciri khas dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila.
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan
agama dalam kedudukan yang khas yaitu merupakan suatu komponen
yang penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan pada suatu agama
tertentu, namun menempatkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan
bernegara dan masyarakatnya. Kegiatan keagamaan di Indonesia
dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang sah.
b. Merupakan suatu monumen yang secara historis tidak terlepas dari
eksistensi bangsa dan perjuangannya dalam menegakkan kemerdekaan
dan meletakkan dasar Negara.
Keberadaan Departemen Agama tidak terlepas dari sejarah proses




menegakkannya. Dasar Negara Indonesia diwujudkan dan
dipertahankan melalui penghormatan seluruh rakyat Indonesia baik
harta maupun nyawa.
c. Merupakan suatu bagian dari satu kesatuan dengan keseluruhan
lembaga pemerintahan.
Departemen Agama memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang
agama. Proses pelaksanaan tugas tersebut harus selaras dengan
pelaksanaan tugas lembaga Negara yang lain sehingga mewujudkan
tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Peranan Departemen Agama
Departemen Agama merupakan bagian dari sistem pemerintah
Indonesia, yang mempunyai peranan antara lain:
a. Peranan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum
Departemen Agama memiliki fungsi utama dalam pemerintahan
Negara, yaitu sebagai penata dan pelayanan dibidang agama. Fungsi
tersebut adalah:
1. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan
kebijaksanaan, kebijakan teknis pemberian bantuan dana
pembinaan serta pemberian perizinan sesuai kebijakan umum yang





2. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik Negara yang
menjadi tanggungjawabnya.
3. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas
pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan presiden
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Peranan dalam penyelenggaraan fungsi dibidang pembangunan
1. Pelaksana pembangunan dibidang agama yang merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan.
2. Pendorong dan pengarah dari lembaga-lembaga keagamaan agar
berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Mencegah atau membatasi dampak negatif pembangunan.
Selain itu peranan Departemen Agama tidak lepas dari peranan agama,
yaitu:
a. Sebagai komplementer (pelengkap), bukan hanya suplemen
(tambahan).
b. Agama merupakan faktor motivatif, yang memberikan dorongan
batin dan sekaligus mendasari cita-cita dan perbuatan manusia




c. Agama merupakan faktor kreatif, yang memberikan dorongan
kepada manusia untuk melakukan kerja produktif, kreatif, dan
inovatif.
d. Agama merupakan faktor integratif, yang memadukan aktivitas
manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun
sebagai makhluk Tuhan.
e. Agama merupakan faktor sublimitif (penghalus), yang berfungsi
menghaluskan segala kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan
yang bersifat keagamaan melainkan juga segala usaha dan kegiatan
yang bersifat keduniawian.
C. TUGAS DAN KEWENANGAN DEPARTEMEN AGAMA
1. Tugas Departemen Agama
Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan
sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang agama.
Adapun perincian tugas pokok tersebut diatas dan fungsi-fungsi ditegaskan
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 373 Tahun 2002
tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
a. Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya dalam keputusan ini disebut Departemen Agama
merupakan unsur pelaksana pemerintah.
b. Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah dan




Departemen Agama mempunyai tugas membantu presiden dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan,
yaitu:
a. Pelancaran pelaksanaan dibidang agama
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan
administrasi departemen.
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan
dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang
keagamaan.
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional.
2. Kewenangan Departemen Agama
Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Agama yaitu:
a. Penetapak kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.
b. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya.
d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama Negara dibidangnya.
e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya.
f. Penetapan hari libur nasional dibidang keagamaan.
g. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan




D. VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 512 Tahun
2003 tentang Visi dan Misi Departemen Agama adalah sebagai berikut:
1. Visi Departemen Agama
Visi Departemen agama adalah menjadikan nilai-nilai agama sebagai
landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2. Misi Departemen Agama
Misi Departemen Agama yaitu:
a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah.
c. Meningkatkan pelayanan peradilan.
d. Memberdayakan lembaga keagamaan.
e. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
f. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
g. Penghormatan atas keanekaragaman keyakinan agama.
E. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN/ KOTA
Berikut ini akan diuraikan kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor
Departemen Agama Kabupaten/ Kota sesuai dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja





1. Kedudukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota
Kedudukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota adalah instansi
vertikal Departemen Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
2. Tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota
Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah
Kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor
Departemen Agama Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/ kota
b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat
Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf,
pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid,
urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen,
Katholik, Hindu, setra Budha sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.





d. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
program.
f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen
Agama di kabupaten/ Kota.
F. URAIAN TATA TUGAS SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN
Uraian tugas Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah:
1. Memimpin pelaksanaan tugas penyelenggaraan Urusan Haji dan Umrah
2. Menetapkan sasaran kerja penyelenggaraan Urusan Haji dan Umrah
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
4. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan kepada
bawahan
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
7. Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Urusan
Haji dan Umrah
8. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan
9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
10. Anggota Baperjakat




12. Menyusun bahan konsep bimbingan dan pembinaan di bidang Urusan Haji
dan Umrah
13. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
14. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Madiun
Uraian tugas staf Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah:
1. Menerima, mencatat, dan meneruskan surat masuk dan keluar
2. Menghimpun data bidang Gara Haji dan Umrah
3. Mendaftar dan mencatat pendaftar Ibadah haji
4. Mengagendakan nomor SPPH pendaftar haji
5. Melaksanakan pemotretan calon jama’ah haji yang menghendaki foto di
SISKOHAT
6. Memasang foto calon jama’ah haji di blangko SPPH
7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan





Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kewajiban pemerintah dalam hal
ini adalah Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji nasional yaitu
memberikan pelayanan, mengatur serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh para calon jam’aah haji. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan
ibadah haji dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman serta para calon
jama’ah haji dapat menunaikan ibadah haji secara mandiri sesuai dengan tuntutan
agama sehingga pada akhirnya memperoleh haji yang mabrur.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan dasar hukum perhajian di
Indonesia menyebutkan dalam pasal 6 (enam) yaitu Pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan
layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan
kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jama’ah haji.
Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama sebagai penyelenggara dan
fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggara ibadah haji nasional
memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, mengatur, dan
mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh  para calon jama’ah
haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten




Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu
Sosialisasi, Pendaftaran Ibadah Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),
pelayanan kesehatan, dan bimbingan manasik haji kepada calon jama’ah haji,
koordinasi pihak Kementerian Agama dengan pelaksana ibadah haji, partisipasi
dan diskresi.
A. SOSIALISASI IBADAH HAJI
Kegiatan sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji ini merupakan
kegiatan yang sangat penting karena terkadang masih terdapat sebagian
masyarakat yang kurang memahami dan mentaati peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penuturan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
Bapak Sofyan Djauhari mengenai sosialisasi informasi ibadah haji sebagai
berikut:
“…kita sosialisasikan khususnya pada daerah yang terpencil yang belum
banyak pendaftarnya…kita adakan sosialisasi khusus dengan melakukan
kerjasama dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka
untuk mensukseskan informasi pelaksanaan haji…”
Lain halnya dengan para calon jamaah haji di Kabupaten Madiun
merasakan betapa pentingnya informasi pelayanan ibadah haji ini. Mereka
memperoleh informasi dari para tetangga, saudara, maupun datang langsung
ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Hal ini sesuai dengan
penuturan Bapak Misri asal Jiwan:
“…awalnya saya bertanya kepada tetangga saya yang sudah menjalankan
ibadah haji, saya dianjurkan datang ke Kantor Departemen Agama
Kabupaten Madiun untuk mendapatkan penjelasan tentang ibadah haji…”




“…penjelasan dari para petugas haji di Kandepag Madiun sangat
membantu saya untuk mendapatkan informasi haji…”
Berdasarkan uraian diatas dan wawancara baik dari pihak Kementerian
Agama Kabupaten Madiun dan calon jamaah haji dapat diketahui bahwa
secara keseluruhan untuk sosialisasi haji tahun 2009 Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun sudah cukup baik. Karena masyarakat sudah
memberi respon yang baik salah satunya aktif untuk bertanya langsung ke
Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dan pihak Kementerian Agama
Kabupaten Madiun juga berusaha menjawab kepada Calon Jamaah Haji (CJH)
yang datang langsung.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sebagian besar
masyarakat Muslim khususnya peminat ibadah haji sendiri lebih aktif dalam
mencari dan memperoleh informasi pelayanan ibadah haji yaitu melalui
membaca koran, surat edaran dari kecamatan maupun mendatangi langsung ke
Kantor Kementerian Agama untuk bertanya mengenai informasi-informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
Selain itu informasi ibadah haji yang didapat oleh masyarakat sebagian
besar dari pihak lain yang bukan hasil kegiatan sosialisasi informasi pelayanan
yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Hal ini
dapat dilihat bahwa sosialisasi informasi mengenai Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) diperoleh dari para petugas-petugas Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Selai itu informasi




kesehatan di puskesmas tiap-tiap kecamatan atau Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) di Kabupaten Madiun.
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun sebenarnya belum melakukan sosialisasi secara maksimal,
tetapi masyarakat sudah aktif sendiri dalam mencari informasi. Tetapi Kepala
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten
Madiun mengatakan bahwa sosialisasi haji untuk tahun 2009 sudah cukup
baik, hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus
dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dan penyuluhan/ penerangan
informasi ibadah haji kepada para calon jamaah haji yang membutuhkannya.
B. PENDAFTARAN IBADAH HAJI
Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang
ingin menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi syarat sesuai tuntunan
syariat adalah melaksanakan pendaftaran ibadah haji. Mengingat pentingnya
kegiatan ini, maka para calon jama’ah haji harus memperhatikan dengan baik
dan seksama hal-hal apa yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam
pendaftaran ibadah haji tersebut sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat
berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan dan hambatan apapun.
Kegiatan pendaftaran ibadah haji meliputi:
a. Syarat Pendaftaran Ibadah Haji
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat




mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
domisilinya dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:
Syarat pendaftaran untuk WNI:
1. Beragama Islam
2. Surat keterangan sehat dari Puskesmas
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
Syarat pendaftaran untuk WNA, ditambah dengan:
1. Memiliki Paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan  terhitung sejak hari keberangkatannya
2. Memiliki dokumen keimigrasian/ izin tinggal yang berlaku sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji
3. Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ke Indonesia
b. Alur Pendaftaran
1. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip
first come first served
2. Calon jama’ah haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang sudah
bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dan sudah tersambung
dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
Kementerian Agama sesuai dengan domisili.
3. Rekening tabungan haji dari calon jama’ah haji setelah mencapai di
atas Rp. 20.000.000,- (20 juta), calon jama’ah haji datang ke Kantor




a. Mengisi SPPH dengan melampirkan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan
b. Pengambilan foto berwarna pada koperasi, berlatar belakang putih
dan berukuran muka tampak 70-80 %
c. Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kiri (finger print) pada
SPPH
4. Calon haji datang ke cabang BPS-BPIH dengan membawa SPPH 5
(lima) lembar pas foto dan buku tabungan haji
5. BPS-BPIH membuka nota pendebetan rekening tabungan haji sebesar
Rp. 20.000.000,- (20 juta) untuk di transfer ke rekening Menteri
Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di cabang-cabang
BPS-BPIH yang ditunjuk sebagai poling dana tabungan haji. Cabang-
cabang BPS-BPIH menginput nomor pemindah bukuan/ transfer dan
data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian calon haji
mendapatkan bukti setoran awal dan bukti pendebetan
6. Calon haji mendaftar ulang ke Kantor Kementerian Agama setempat.
Jadi, sebelum melakukan pendaftaran ibadah haji, para calon jamaah
haji harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di
puskesmas setempat untuk memperoleh surat keterangan sehat. Selain
itu, calon jamaah haji perlu memperhatikan dan mempersiapkan
persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga




c. Prosedur Sistem Pendaftaran Haji
Dalam rangka memberikan pelayanan haji dan perlindungan
kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, maka pemerintah
memandang perlu menetapkan sistem pendaftaran haji dengan
mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor Kw/13.3/Hj.00/2133/2008 tentang
BPIH.
Uraian diatas sesuai dengan penuturan Bapak Drs. Sulhan Hamid
A. Ghani, M.Pd selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
yang menjelaskan sistem pendaftaran ibadah haji tersebut sebagai berikut:
“…Pada dasarnya sistem pendaftaran haji itu terus menerus, dan
tidak ada buka tutup. Apabila telah terpenuhi kuota 1 tahun maka
akan terus berlanjut pendaftaran untuk kuota tahun berikutnya…”
“…jamaah haji yang akan mendaftar harus menyetor uang sebesar
Rp. 20.000.000,- sebagai setoran awal ke Bank Penerima Setoran
yang telah ditentukan pemerintah, sisanya dibayar bertahap sampai
waktunya jamaah tersebut diberangkatkan. Jadi tidak ada
pembayaran langsung lunas, hal ini biasa disebut sistem tabungan
haji…”
Bapak Satrio, petugas BPIH dari Bank Jatim menambahkan:
“…pembayaran uang muka 20 juta sisanya bisa dibayar waktu
pemberangkatan, dimasukkan ke rekening dan tidak akan hangus,
tetapi tidak bisa diambil karena hanya dipakai untuk biaya haji
saja…”
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun hanya menetapkan
sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan sistem tabungan haji.




1. Penabung datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk
mengambil dan mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
sesuai dengan KTP tempat calon jamaah haji berdomisili, kemudian
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
2. Penabung datang ke kantor Bank Penerima Setoran (BPS) untuk
menyetor tabungan Rp. 20.000.000,- (20 juta)
3. Bank Penerina Setoran (BPS) melakukan entry data dan mencetak
lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti memperoleh porsi
haji pada tahun yang diinginkan bagi penabung
4. Penabung mendaftarkan diri pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun yang memwilayahi daerah domisilinya
Pada kesempatan lain, Bapak Sulhan Hamid A. Ghani, M. Pd
menuturkan sebagai berikut:
“…walaupun jamaah haji menyetor awal Rp. 40.000.000,- (40 juta
rupiah) sekalipun, yang diterima hanya setoran awal yaitu Rp.
20.000.000,- (20 juta rupiah) saja, sisanya dimasukkan ke buku
tabungan yang bentuk tabungannya bergambar unta dan kurma dan
nanti diharuskan melunasi setelah mendapat porsi haji…”
Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa penetapan
pendaftaran ibadah haji dengan sistem tabungan haji telah diberlakukan
pada musim haji 2009. Pendaftaran dengan sistem tabungan haji ini mulai
berlaku pada tahun 2004 yang lalu. Pihak BPS tidak diperbolehkan lagi




Ibadah Haji (BPIH) para calon jamaah haji karena telah diberlakukan
pendaftaran ibadah haji dengan sistem tabungan haji.
d. Waktu dan Tempat Pendaftaran Ibadah Haji
Pada dasarnya pendaftaran ibadah haji untuk musim haji 2009
telah diberlakukan peraturan yang baru, yaitu waktu pendaftaran ibadah
haji terbuka sepanjang tahun. Hal ini berarti bahwa pendaftaran haji dapat
diberlakukan sepanjang tahun tanpa dibatasi kuota pendaftaran disetiap
provinsi.
Pendaftaran ibadah haji ini dapat dilakukan pada setiap hari dan
jam kerja yang telah ditentukan di masing-masing Kantor Kementerian
Agama tempat domisili para calon jamaah haji. Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun sendiri telah menetapkan waktu pendaftaran
ibadah haji yaitu setiap hari dan jam kerja. Hal tersebut diungkapkan
Bapak Sulhan sebagai berikut:
“…sebenarnya mulai musim haji 2004 kemarin pemerintah telah
menetapkan konsep waktu pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun
pada hari dan jam kerja. Departemen Agama Kabupaten Madiun juga
sudah melaksanakan hal tersebut. Mengenai pelunasan biaya haji
sesuai dengan keputusan pemerintah yang setiap tahun bisa berubah,
jadi kami menunggu dari pusat…”
Mengenai pendaftaran jamaah haji di Bank Penerima Setoran
(BPS), Bapak Satrio dari Bank Jatim menambahkan:
“…Syarat pendaftaran hanya fotocopy KTP saja, setiap hari kerja
bisa, jadi para jamaah haji yang akan mendaftar silahkan mengurusi





Meskipun semua pendaftar dalam sistem pendaftaran haji
sepanjang tahun telah dipastikan mendapat porsi, namun bukan berarti
semua calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji pada tahun
tersebut. Hal ini dikarenakan para calon jamaah haji harus melunasi Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditentukan pada tahun
yang bersangkutan, artinya siapa yang terlebih dahulu melunasi BPIH
sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka dia yang berhak
memperoleh porsi dan menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut.
C. BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
Dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan menunjang
pelaksanaan ibadah haji, pemerintah memandang perlu menetapkan besarnya
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
a. Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Pemerintah harus menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji
yang bervariasi delam penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan
sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona.
Wilayah Kabupaten Madiun termasuk dalam Zona II yaitu zona
yang termasuk dalam embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Oleh karena
itu, penentuan besarnya BPIH untuk Kabupaten Madiun yang berdasarkan
tarif penerbangan haji per zona, yaitu:
a. Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah
sebesar US$ 3,430,-




Besaran BPIH yang telah ditentukan diatas harus dibayar oleh para
calon jamaah haji Kabupaten Madiun dalam mata uang rupiah sesuai
dengan kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan
tanggal pembayaran. Sehingga jumlah setoran yang dibayarkan untuk
biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi yang
diperhitungkan dalam US Dolar berbeda antara jamaah haji yang satu
dengan yang lainnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah kepada calon jamaah haji di dalam negeri
maupun di Arab Saudi kecuali para calon jamaah haji khusus yang besaran
BPIH lebih besar.
b. Prosedur pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Hal yang  perlu diketahui dan dipahami oleh para calon jamaah haji
adalah mengenai prosedur pembayaran BPIH yang sesuai dengan pilihan
para calon jamaah haji. Pembayaran BPIH ini dapat dilakukan dengan
sistem tabungan haji. Prosedur pembayaran calon jamaah haji dengan
sistem tabungan haji yang akan melunasi BPIH adalah sebagai berikut:
a. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili
calon jamaah haji untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat
b. Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji belum
mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), maka calon jamaah haji
tersebut datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten domisili




oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten setempat.
c. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke kantor Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan
foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk
ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH
d. Kantor BPS-BPIH melakukan konfirmasi data calon jamaah haji sesuai
dengan data yang di-entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) BPS-BPIH
e. Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan Keputusan Presiden
RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
f. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-
BPIH) mencetak bukti setoran BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar,
meliputi:
 Lembar pertama asli (putih) dibubuhi materai RP. 6.000,- dan pas
foto berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji
 Lembar kedua (merah muda) dibubuhi pas foto berwarna
berukuran 3x4 untuk pemvisaan





 Lembar keempat (biru) untuk lampiran Surat Panggilan Masuk
Asrama (SPMA), diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji (PPIH) Embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama
 Lembar kelima (putih) untuk Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
g. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setoran BPIH lunas, segera
mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH denga menyerahkan:
1. Surat Keterangan Sehat dari puskesmas Kabupaten Madiun
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya
3. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga
(warna kuning)
4. Pas foto warna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak
berkacamata (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria)
ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar untuk
Paspor Haji, Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA), dan tanda
pengenal jamaah.
5. Surat pendaftaran Pergi Haji (SPPH) lembar kedua (warna merah
muda.
h. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun setelah
menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran calon jamaah haji,
melakukan aktifitas-aktifitas sebagai berikut:




2. Mencatat nama dan identitas calon jamaah haji ke buku agenda
pendaftaran, dan memberikan bukti pendaftaran yang telah
ditandatangani petugas haji Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
3. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Para calon jamaah haji dari Kabupaten Madiun yang tidak sanggup
melunasi BPIH sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
dianggap batal berangkat ke Tanah Suci Makkah. Namun, dia tetap
memperoleh porsi haji apabila telah menyetor sesuai besaran yang telah
ditentukan yaitu Rp. 20.000.000,- (20 juta) ke Bank Penerima Setoran
(BPS) yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Madiun yang tersambung dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
(SISKOHAT). Selanjutnya calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah
haji pada tahun yang akan datang dengan ketentuan mendaftar ulang ke
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun den telah sanggup
melunasi kekurangan setoran BPIH sesuai dengan besaran yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
c. Waktu dan Tempat Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH)
Pembayaran BPIH sebagaimana dibayarkan secara lunas kepada




Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) sejak dimulai pelunasan
tabungan dan pendaftaran haji.
Pelunasan tabungan setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan
di tiap-tiap provinsi. Waktu yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun untuk pelunasan tabungan dan pembayaran
lunas BPIH calon jamaah haji tahun 2009, berdasarkan pada hari dan jam
kerja BPS-BPIH dan sesuai dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Haji.
Uraian diatas sesuai dengan penuturan Bapak Sulhan berikut ini:
“…mengenai waktu pelunasan maupun besarnya BPIH yang harus
disetor harus sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, kami hanya
mengikuti peraturan yang sudah ada…untuk prosedur pembayarannya
harus sesuai dengan sistem tabungan haji…”
Mengenai tempat pembayaran BPIH dan koordinasi atau kerjasama
yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
dengan BPS-BPIH dalam SISKOHAT.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga diatur dalam
Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) yang isinya:
“…Besaran BPIH disetor ke rekening Menteri Agama melalui bank
syariah dan/ atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh menteri…”
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2) yang
isinya:
“…BPIH yang disetor ke rekening Menteri Agama melalui bank
syariah dan/ atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai
manfaat…”





“…sedangkan BPS BPIH yang ada di Kabupaten Madiun adalah BRI,
BNI 45, Mandiri, Mu’amalat, Bank Jatim dan BTN. Calon jamaah haji
bisa melunasi BPIH apabila sudah mendapatkan nomor porsi dan
Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)…”
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, kita dapat mengetahui
bahwa tempat penyetoran BPIH dapat dilakukan di seluruh Bank Penerima
Setoran (BPS) dalam satu provinsi calon jamaah haji yang tersambung
dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Ada 6 (enam)
kantor cabang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelengara Ibadah Haji
(BPS-BPIH) yang telah tersambung dengan SISKOHAT yang ditentukan
oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun adalah: PT Bank
Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia
(BNI), PT Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), PT Bank Tabungan Negara
(BTN), dan Bank Jatim.
d. Proses Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
1. Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar calon jamaah haji
ditentukan oleh pemerintah yang tertuang dalam Paraturan Presiden
(PP)
2. Pada waktu yang telah ditentukan, calon jamaah haji datang ke cabang
BPS-BPIH dengan membawa:
 Bukti setoran awal
 Setoran kekurangan BPIH
 5 (lima) lembar pas foto
3. Cabang BPS-BPIH menginput porsi untuk pelunasan




 Mentransfer dana setoran BPIH ke rekening Menteri Agama di
Bank Indonesia
4. Calon haji menerima bukti setoran BPIH dari cabang BPS-BPIH
Untuk mempercepat penyerahan berkas setoran BPIH lunas harus
sudah berfoto (sama dengan setoran awal dan SPPH) dan distempel Bank,
maka perlu sosialisasi ke bank sebagai berikut:
1. Lembar 1 (putih) diserahkan pada calon haji
2. Lembar 2 (biru) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank
3. Lembar 3 (merah) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank
4. Lembar 4 (kuning) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank
5. Lembar 5 (putih) ditahan untuk arsip bank
6. Proses Qur’an untuk pemberkasan dan pemberangkatan sudah harus
dilakukan sejak dini
7. Selama proses pelunasan hendaknya Kandepag sudah mengetahui
jumlah calon jamaah haji yang tergabung dengan masing-masing
KBIH dan jumlah calon jamaah haji mandiri, serta sudah ada
gambaran untuk regu dan rombongannya
8. Masing-masing daerah sudah waktunya untuk siap sebagai penyangga,
dengan prinsip:
a. Berangkat dari daerah secara bersamaan, walaupun nanti ada yang
harus bergabung dengan kloter dibelakangnya/ didepannya
b. Apabila harus jadi penyangga akan terpisah dalam bentuk




tidak akan memecahkan KBIH, kecuali kondisi tidak
memungkinkan.
e. Syarat Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
1. Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH adalah:
 Calon haji yang memiliki nomor porsi masuk dalam alokasi porsi
provinsi dan/ atau porsi kabupaten bagi wilayah yang porsi
dibagikan per kabupaten
 Calon haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah
berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah
 Suami, anak kandung dan/ atau orang tua kandung yang sudah
menunaikan ibadah haji dan akan menjadi mahrom bagi calon haji
atau pembimbing ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi setempat.
2. Calon haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dan telah
memperoleh nomor porsi serta masuk dalam alokasi provinsi
ditetapkan menjadi daftar tunggu (waiting list) tahun berjalan.
3. Calon haji yang mendapatkan porsi dan masuk dalam alokasi porsi
provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetor pelunasan
BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun
yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat
berangkat, maka secara otomatis menjadi waiting list
4. Calon haji yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak




kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih akan dikembalikan dan
jika kurang harus ditambah).
Alur Calon haji tunda:
 Calon haji menyelesaikan kekurangan pelunasan BPIH
 Melapor ke Kandepag domisili dengan membawa lembar bukti
setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar
pelunasan BPIH tahun sebelumnya
 Kantor Kementerian Agama meneliti kelengkapan berkas calon
jamaah haji tersebut, meliputi:
- Bukti Setoran Pelunasan BPIH tahun sebelumnya
- Bukti Setoran Penambahan BPIH tahun berjalan
 Proses penyelesaian dokumen sama dengan penyelesaian dokumen
calon haji biasa
5. Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa
pelunasan BPIH, calon haji diberikan kesempatan melunasi BPIH
sesuai dengan urutan nomor porsi provinsi yang bersangkutan dengan
batasan waktu tertentu.
f. Ketentuan Mutasi
1. Mutasi antar kabupaten dalam provinsi dan antar zona hanya
diperbolehkan bagi penggabungan suami/ istri dibuktikan dengan akte
nikah, orang tua/ anak dibuktikan dengan akte kelahiran dan/ atau
Kartu Keluarga serta alasan perpindahan tugas/ dinas dibuktikan




2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilakukan melalui
Kandepag Kabupaten kemudian diproses oleh Kanwil Kementerian
Agama yang bersangkutan
3. Mutasi antar zona dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan
Haji
Alur mutasi
1. Calon jamaah haji mengajukan permohonan mutasi ke Kandepag
setempat dengan membawa fotocopy BPIH lembar putih dan BPIH
lembar biru (asli) untuk penerbangan dengan dilengkapi persyaratan
sesuai dengan ketentuan dinas
2. Kandepag setempat membuat rekomendasi apabila berkas sudah sesuai
dengan prosedur, ditujukan pada:
 Kandepag yang dituju dan membawa tembusan ke Kanwil
Kementerian Agama Provinsi (mutasi antar kabupaten dalam
provinsi)
 Kanwil Depag Provinsi dan setelah direkomendasi oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi setempat diteruskan ke Kanwil
Kementerian Agama Provinsi tujuan dan tembusan ke Kandepag
Kabupaten (mutasi antar provinsi dalam zona)
 Mutasi antar zona harus dilengkapi BPIH asli lembar 1 s/d 5,




paspor, surat kuasa untuk pengurusan dan surat kuasa untuk
pengambilan kelebihan/ kekurangan BPIH.
g. Proses Pembatalan Setoran Awal (20 juta)
1. Calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kepala
Kementerian Agama Kabupaten disertai dokumen yang disyaratkan,
yaitu:
 Pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan
bermaterai Rp. 6.000,- dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris
 Bukti BPIH lembar 1 (asli)
 Fotocopy KTP
 Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan diketahui oleh camat
 Surat kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp. 6.000,-
 Surat keterangan kematian
2. Berkas permohonan pembatalan oleh Kandepag setempat diteruskan
kepada Kementerian Agama Pusat melalui Kanwil Kementerian
Agama setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran
3. Kementerian Agama Pusat/ bendahara BPIH memerintahkan kepada
cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk
mentransfer dana pembayaran pembatalan ke calon haji
4. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon haji batal dilakukan
pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya




1. Calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kandepag
Kabupaten disertai dokumen yang dipersyaratkan
2. Berkas permohonan pembatalan oleh Kandepag setempat melalui
Kanwil Kementerian Agama setempat diteruskan kepada Kementerian
Agama pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran
3. Kementerian Agama Pusat/ bendahara BPIH memerintahkan kepada
cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk
mentransfer dana pembayaran pembatalan ke calon haji
4. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon haji batal dilakukan
pada BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1 %
Pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat
dengan diproses memanfaatkan faximile atau webmail SISKOHAT dengan
waktu maksimal S.O.P (Standar Operasi Pembatalan)
D. PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
Setiap calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji
hendaknya menjaga kesehatan dirinya dengan mengikuti petunjuk bimbingan
kesehatan dan memeriksakan atau mengontrol kesehatannya secara teratur
sejak dari pemeriksaan kesehatan pertama hingga saat keberangkatan. Hal ini
penting agar calon jamaah haji yang sehat tetap terpelihara kesehatannya,
sedangkan calon jamaah haji dengan resiko tinggi dapat terkontrol
kesehatannya.
Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi para calon jamaah haji ini




ketika di tanah air. Kegiatan tersebut dilaksanakan di puskesmas tempat calon
jamaah haji berdomisili, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten dan
tempat-tempat latihan kebugaran yang diselenggarakan oleh Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
a. Pemeriksaan Kesehatan Para Calon Jama’ah Haji
Salah satu syarat pendaftaran ibadah haji yang telah ditentukan
dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 6 (enam) yang isinya:
“…Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan
Ibadah Haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan,
keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji…”
Para calon jamaah haji harus menyertakan Surat Keterangan Sehat
yang dapat diperoleh apabila calon jamaah haji telah melaksanakan
pemeriksaan kesehatan. Setiap calon jamaah haji yang akan berangkat
menunaikan ibadah haji harus dipastikan dalam kondisi yang sehat secara
jasmani. Hal ini sangat penting mengingat para calon jamaah haji akan
menghadapi medan dan cuaca yang sangat berbeda dengan kondisi di
tanah air yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan sehingga
dibutuhkan kesehatan fisik yang optimal dari calon jamaah haji yang
bersangkutan.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, sejak pendaftaran ibadah haji
para calon jamaah haji diharuskan memeriksakan kesehatannya ke instansi
yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah sebelum secara resmi
terdaftar sebagai calon jamaah haji. Kantor Kementerian Agama




Kesehatan Kabupaten Madiun, Puskesmas, atau Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yang ada diwilayah Kabupaten Madiun untuk
menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada para calon
jamaah haji.
Hal tersebut sesuai penuturan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun, Bapak Sofyan Djauhari sebagai berikut:
“…kami mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan, dalam
hal ini khususnya RSUD Kabupaten Madiun untuk memeriksa
kesehatan jamaah haji…hasil dari pemeriksaan kesehatan haji tadi
diisikan ke buku kesehatan jamaah haji yang lebih dikenal dengan
buku hijau sebagai syarat melakukan perjalanan haji...”
Bapak Sulhan juga menambahkan:
“…para jamaah haji harus datang ke RSUD karena jika hanya
dipuskesmas alat untuk mengecek kesehatan jamaah haji kurang
lengkap, jadi harus ke RSUD yang memiliki peralatan yang
lengkap dan modern…”
Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan oleh para
calon jamaah haji ada 2 (dua) tahap, yaitu:
1. Pemeriksaan kesehatan pertama
Pemeriksaan kesehatan pertama dimaksudkan untuk
mengetahui status kesehatan setiap calon jamaah haji sebagai
penyaring awal dan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan
oleh seluruh calon jamaah haji di Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini
berarti juga berlaku bagi seluruh calon jamaah haji di Kabupaten
Madiun. Pemeriksaan pertama dilakukan oleh dokter atau petugas
kesehatan atau puskesmas setempat sesuai dengan domisili calon




ini, seluruh calon jamaah haji harus diketahui kondisi kesehatannya
melalui pemeriksaan urine, darah, dan tekanan darah sehingga kondisi
tubuh calon jamaah haji dapat terdeteksi termasuk penyakit-penyakit
yang dideritanya.
Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini,
dokter atau petugas dari puskesmas tersebut mengisi formulir Surat
Keterangan Sehat sebagai salah satu bukti bahwa calon jamaah haji
yang bersangkutan telah mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap
pertama. Selanjutnya, Surat Keterangan Sehat ini digunakan sebagai
syarat pendaftaran ibadah haji untuk memperoleh Buku Kesehatan
Jamaah Haji Indonesia apabila calon jamaah haji tersebut telah
mendaftarkan diri secara resmi ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun.
2. Pemeriksaan Kesehatan Kedua
Pemeriksaan kesehatan kedua dilaksanakan di Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Panti Waluyo Kabupaten Madiun yang
berfungsi untuk mengecek kembali kondisi calon jamaah haji dan
menentukan apakah calon jamaah haji yang bersangkutan telah
memenuhi syarat kesehatan guna menunaikan ibadah haji.
Pada pemeriksaan kedua ini dilakukan pemeriksaan kesehatan,
penyuntikan vaksin maningitis (suntikan antisipasi flu) dan tes
kehamilan bagi calon jamaah haji wanita, Pasangan Usia Subur (PUS)




Kesehatan Kabupaten Madiun. Suntikan maningitis merupakan
keharusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi agar selama di
Arab Saudi, tubuh calon jamaah haji mendapat kekebalan terhadap
penyakit infeksi yang menyerang selaput otak dan bahkan dapat
mengakibatkan kematian.
Hal tersebut juga diungkapkan salah satu jamaah haji tahun
2009 yaitu Ibu Fatonah asal Gemarang:
“…suntikan meningitis di Rumah sakit sangat berguna bagi
kekebalan tubuh jamaah haji yang akan mengalami perbedaan
cuaca di Arab Saudi nanti…”
Dalam pemeriksaan kesehatan baik tahap pertama maupun tahap
kedua para calon jamaah haji masih dipungut biaya yang besarnya
tergantung dari tingkat kesehatan dan kompleksitas pemeriksaan yang
dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan. Calon jamaah haji yang
berusia 60 tahun keatas, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan lebih cermat
dan teliti mengingat usia tersebut merupakan usia resiko tinggi dalam
menunaikan ibadah haji. Apabila terdapat calon jamaah haji yang memiliki
penyakit tertentu yang dapat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan
ibadah haji, maka dokter atau petugas kesehatan menganjurkan untuk
perawatan maupun pengobatan secara teliti dan teratur agar penyakit yang
diderita dapat disembuhkan dan terkontrol kondisinya sehingga tidak
mengganggu kelancaran dan kekhusyukan dalam menunaikan ibadah haji.




Penyuluhan kesehatan dan gizi ini diberikan kepada calon jamaah
haji pada saat pembimbingan manasik haji mengenai materi penyuluhan
kesehatan dan gizi yang berpedoman pada Buku Paket Bimbingan Haji
yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Kegiatan ini dilakukan oleh
tutor/ pembimbing yaitu dokter atau petugas dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun yang berpengalaman di bidangnya.
Adapun penyuluhan kesehatan dan gizi kepada calon jamaah haji
meliputi aspek-aspek berikut ini:
1. Penyuluhan tentang penyakit yang diderita
2. Penyuluhan kesehatan tentang perubahan perilaku sesuai dengan
kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi
3. Pembinaan gizi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Prinsip-prinsip makanan bergizi agar tubuh tidak kekurangan gizi,
maka menu makanan harus mengandung beberapa unsur,
diantaranya:
 Karbohidrat, terdapat pada makanan pokok, seperti: beras,
terigu atau roti, kentang, jagung, sagu, dan umbi-umbian
 Protein, terdapat pada daging, ikan, tahu, susu, dll
 Lemak, terdapat pada minyak, mentega, margarine, keju, gajih,
dll






b. Petunjuk umum makanan sehat, meliputi:
 Makanan yang beraneka ragam dari golongan makanan pokok,
lauk pauk, sayuran, buah, sari buah dan susu
 Perbanyaklah makan buah dan sayuran hijau
 Makanlah buah-buahan yang berwarna dan yang banyak
mengandung cairan, pilihlah jenis yang banyak mengandung
vitamin C seperti jeruk
 Kurangi makanan yang mengandung lemak tinggi
 Perbanyaklah makanan yang mengandung zat tepung seperti
biskuit, roti, dan membatasi makanan manis yang mengandung
gula murni
 Minumlah air matang
c. Petunjuk umum makanan untuk calon jamaah haji yang menderita
penyakit, meliputi:
1. Penderita kencing manis
a) Makan makanan yang cukup untuk tubuh dan beraneka
ragam
b) Menghindari makanan yang berlebihan atau yang
membahayakan kesehatan
c) Makan secara teratur setiap waktu sesuai kebutuhan





e) Semua jenis makanan boleh digunakan sesuai jumlah yang
ditentukan, kecuali gula pasir, gula merah, sirup, jeli, buah-
buahan yang diawetkan, susu kental, minuman botol, es
krim, kue manis, dodol, cake, abon, dan dendeng manis.
f) Calon jamaah haji yang bersangkutan dianjurkan mengikuti
petunjuk tentang dietnya.
2. Penderita jantung koroner
a) Makan makanan yang beraneka ragam dalam jumlah dan
mutu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh
b) Jangan memakan makanan yang berlemak dan gurih
c) Mengurangi makan kue-kue yang terlalu manis seperti
dodol, cake, dll
d) Menghindari makanan yang banyak mengandung serat
(kangkung) dan banyak gas (kol)
e) Menghindari makan cabe dan yang merangsang
f) Dilarang minum yang bersoda, kopi, teh kental, dan
mengandung alkohol
g) Membatasi makanan yang mengandung garam
3. Penderita tekanan darah tinggi
a) Makan makanan yang beraneka ragam dan pertimbangkan
kondisi berat badan. Bila kegemukan, maka dianjurkan





b) Menggunakan minyak jagung, minyak wijen atau minyak
biji matahari untuk memasak makanan
c) Makan sayuran dan buah-buahan segar yang banyak
mengandung vitamin C seperti jeruk, apel, pir
d) Membatasi pemakaian garam
4. Kontrasepsi dan pengaturan haid
a) Kontrasepsi bagi calon jamaah haji pasangan usia subur
diperlukan agar calon jamaah haji tidak hamil selama
menjalankan ibadah haji. Haid dapat diatur supaya tidak
mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Haid dapat diatur
saat datangnya, baik dimajukan atau ditunda, antara lain
dengan menggunakan hormone estrogen, progesterone,
maupun kombinasi keduanya.
b) Kebugaran (kesamaptaan) dan aklmatisasi.
Agar mencapai kesehatan yang optimal, calon jamaah haji
hendaknya melakukan latihan kebugaran (kesamaptaan)
atau dengan cara berolah raga aerobik maupun senam
tubuh. Latihan ini dilakukan secara periodik 2-3 kali
seminggu selama kurang lebih 6 bulan sampai saat
keberangkatan ke Tanah Suci Makkah.
E. PEMBIMBINGAN MANASIK HAJI
Seluruh calon jamaah haji dari Kabupaten Madiun yang terdaftar




melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berhak mendapatkan
pembimbingan manasik ibadah haji tanpa dipungut biaya lagi. Selanjutnya,
para calon jamaah haji dari Kabupaten Madiun ini akan dikelompokkan oleh
petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun ke dalam kelompok
pembimbingan. Pengelompokkan pembimbingan ini diatur berdasarkan
domisili calon jamaah haji, keluarga, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
(KBIH). Pengelompokan terdiri atas regu dan rombongan yang bertujuan
untuk keperluan pembimbingan manasik perjalanan dan pelaksanaan ibadah
haji.
Kementerian Agama Kabupaten Madiun memberikan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelompokkan
calon jamaah haji, meliputi:
1. Setiap 11 (sebelas) orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu
regu dan setiap 45 (empat puluh lima) orang dikelompokkan dalam satu
rombongan
2. Setiap pembimbing ibadah haji akan membimbing satu rombongan (45
orang)
3. Penerapan atau pengaturan penugasan pembimbing diatur oleh Kepala
Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Departemen Agama
Kabupaten Madiun
4. Jadwal dan tempat pembimbingan diatur oleh calon jamaah haji bersama




5. Jamaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan
kapasitas pesawat 325 sampai 455 orang. Didalam kloter tersebut terdapat
petugas yang menyertai jamaah haji yang terdiri dari:
a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter
b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing
ibadah haji
c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai petugas pelayan
kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) paramedis
d. Ketua Rombongan (Karom)
e. Ketua Regu (Karu)
Kriteria untuk menjadi Karom dan Karu telah ditentukan sebagai berikut:
 Laki-laki yang berbadan sehat, diutamakan dapat memimpin dan
memahami ilmu agama atau manasik haji
 Dipilih oleh dan dari jamaah haji itu sendiri
 Karom dan Karu diutamakan yang sudah pernah menunaikan ibadah haji
Menurut penjelasan Bapak Sulhan secara keseluruhan jumlah jamaah
haji Kabupaten Madiun tahun 2009 adalah 341 0rang yang terdiri dari 30 regu
dan 8 rombongan. Jamaah haji Kabupaten Madiun tahun 2009 terbagi dalam
satu kloter saja.
Pembagian kloter ini berdasarkan undian yang dilakukan oleh
Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur yang diikuti oleh
perwakilan masing-masing kabupaten/ kota diseluruh provinsi Jawa Timur.




Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter 1 (satu) orang, Tim
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing 1 (satu)
orang, dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai petugas pelayanan
kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) paramedis.
Selain memperoleh bimbingan manasik haji, setiap calon jamaah haji
yang terdaftar secara resmi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
dan telah melunasi BPIH berhak memperoleh Buku Paket Bimbingan Haji
yang terdiri dari Buku Bimbingan Manasik Haji, Panduan Perjalanan Haji,
Tanya Jawab Ibadah Haji, serta Do’a dan Dzikir Ibadah Haji. Buku Paket
Bimbingan Haji ini diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Madiun agar para calon jamaah haji dapat memahami dan mempelajari lebih
mendalam mengenai pelaksanaan ibadah haji selain yang diperoleh dari
pembimbingan ibadah haji sehingga ibadah haji yang dilakukan dapat berjalan
dengan baik, mandiri, tertib, lancar, dan memperoleh haji yang mabrur.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun juga telah menentukan
jadwal pembimbingan manasik ibadah haji. Pembimbingan manasik haji ini
dilaksanakan secara massal dan kelompok. Penentuan jadwal tersebut harus
diketahui oleh para calon jamaah haji, tutor/ pembimbing manasik haji, dan
pihak-pihak yang berkepentingan seperti KBIH agar memperlancar kegiatan
pembimbingan manasik haji sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai




Dalam rangka mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan
pembimbingan manasik haji, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Madiun perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kelengkapan dan Cara Penyampaian Materi Manasik Haji
Bekal materi yang cukup berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji
sangat dimiliki oleh setiap calon jamaah haji agar dapat menunaikan
ibadah haji yang baik, benar, dan khusyuk sesuai dengan tuntunan syariat
baik dalam tata cara beribadah maupun do’a-do’a yang harus dibaca
selama ibadah haji berlangsung.
Seluruh materi yang akan disampaikan oleh para tutor/ petugas
pelaksana bimbingan manasik haji terangkum dalam Buku Paket
Bimbingan Haji. Hal ini untuk menjamin keselarasan dan kesamaan yang
disampaikan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan pengetahuan
yang berbeda, yang muncul diantara para calon jamaah haji. Setiap calon
jamaah haji yang memperoleh Buku Paket Bimbingan Haji tersebut
sehingga mempermudah dalam penyampaian materi ibadah haji dan dapat
digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci
nantinya.
Dalam hal penyampaian materi bimbingan ibadah haji, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pelatihan
dan pembimbingan manasik ibadah haji. Menurut Bapak Sulhan kegiatan
dilakukan melalui 2 (dua) cara bentuk bimbingan yang diberikan, yaitu:




Bentuk bimbingan yang dilakukan secara massal terhadap
calon jamaah haji Kabupaten Madiun sebagaimana yang diungkapkan
Bapak Sulhan adalah:
“…bimbingan massal dilaksanakan diaula atau asrama haji kota
Madiun, selain itu kita juga menyewa tempat yang sekiranya
cukup untuk melaksanakan pembimbingan ibadah haji…”
Ketentuan bimbingan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali
pertemuan yaitu sebelum dan sesudah pembimbingan kelompok.
Bimbingan massal ini telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, yaitu
pembimbingan massal 1, pembimbingan massal 2, bimbingan
kelompok, pembimbingan massal 3, dan pembimbingan massal 4,
yang diikuti oleh seluruh calon jamaah haji Kabupaten Madiun.
Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi
bimbingan tersebut adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya
jawab bagi calon jamaah haji yang belum memahami materi yang telah
disampaikan.
b. Bentuk Bimbingan Kelompok
Bentuk bimbingan yang dilakukan terhadap calon jamaah haji
dalam bentuk regu (setiap regu terdiri dari 11 orang) dan rombongan
yang berjumlah 4 (empat) regu. Setiap rombongan akan dipandu oleh 1
(satu) karom dan 2 (dua) tutor/ petugas pembimbing. Ketentuan
bimbingan kelompok ini adalah minimal 10 (sepuluh) kali pertemuan.




Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) karena pelaksanaannya sesuai dengan
KBIH tertentu yang diikuti oleh masing-masing para calon jamaah
haji.
Bapak Suhardi, pengasuh dari KBIH IPHI memberikan
pendapat:
“…pelaksanaan bimbingan kelompok diadakan untuk
memantapkan dan memberikan ilmu kepada jamaah haji sesuai
dengan yang digariskan Departemen Agama untuk mencetak haji
yang mandiri...”
Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi
bimbingan kelompok adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya
jawab, peragaan/ praktik, pemutaran video kaset perjalanan ibadah
dengan audio visual dan visual system, pemberian contoh langsung
kepada calon jamaah haji. Apabila terdapat materi yang belum jelas
maupun yang kurang dipahami, calon jamaah haji dapat bertanya
langsung kepada petugas pembimbingan. Tempat yang digunakan
dalam kegiatan pembimbingan ini dapat dilaksanakan secara bergiliran
sesuai kesepakatan calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok
tersebut atau menetap disuatu tempat yang telah disepakati bersama
antara calon jamaah haji dan pembimbing.
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Suhardi:
“…metode penyampaian materi melalui ceramah, Tanya jawab,
dan dialog dengan menggunakan bahasa masyarakat sehari-hari,





Selain 2 (dua) bentuk bimbingan diatas, calon jamaah haji juga
dapat melaksanakan pembimbingan secara perorangan dengan
pembimbing yang dipilihnya dengan pengaturan waktu, tempat, dan biaya
menjadi tanggung jawab calon jamaah haji yang bersangkutan.
Pemantapan pembimbingan juga dilakukan kepada para calon
jamaah haji Kabupaten Madiun pada waktu di Asrama Haji di Kota
Madiun. Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan pemahaman
terhadap materi yang telah diterima oleh para calon jamaah haji sehingga
dapat mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji
Selain para calon jamaah haji, para Karom dan Karu juga mendapat
pemantapan materi sendiri di Embarkasi agar mereka dapat menjalankan
tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun telah menentukan
kriteria seorang pembimbing manasik haji, yaitu
1. Pernah menunaikan ibadah haji
2. Telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/
pembimbing manasik haji yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur
3. Memiliki sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan
pemantapan materi bagi tutor/ pembimbing manasik ibadah haji yang





Seluruh tutor/ pembimbing manasik haji di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun harus memenuhi kriteria tersebut diatas. Setiap
tutor/ pembimbing manasik ibadah haji memiliki Buku Bimbingan
Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah bagi petugas haji yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji. Buku Bimbingan ini berbeda dengan Buku Bimbingan
Manasik Haji bagi para jamaah haji, buku ini merupakan buku materi
pokok dalam pelatihan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
dan menjadi pedoman bagi para petugas, pembimbing, dan penyuluh haji
dalam menyelesaikan masalah ibadah haji yang timbul dilapangan sesuai
dengan pendapat yang diyakini oleh para jamaah haji.
Mengenai kemampuan tutor/ pembimbing, Bapak Suparno
memberikan pendapat:
“…penjelasan yang diberikan oleh tutor sangat membantu saya
mengenal dan memahami apa pembimbingan haji itu…”
Ibu Kasmini, jamaah haji asal Tanjung Rejo menambahkan:
“…kalau menurut saya, penyampaian tutor sangat jelas, kalau kita
belum memahami bisa ditanyakan langsung ke tutor-tutor tersebut…”
Jadi secara keseluruhan, para tutor/ pembimbing ibadah haji Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun dapat dikatakan telah memiliki
kemampuan yang baik dalam hal penyampaian materi manasik haji
sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para calon jamaah haji.




Setiap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota termasuk
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun harus memiliki sarana/
alat praktik manasik haji. Hal ini sangat penting mengingat kelancaran dan
ketertiban pelaksanaan praktek manasik haji salah satunya tergantung dari
ketersediaan dan kelengkapan sarana/ alat praktek ibadah haji yang
mendukung kegiatan tersebut. Sarana/ alat yang diperlukan dalam
pelaksanaan praktek manasik haji yang dimiliki Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun tetapi pihak Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun menyewa di Asrama Haji Kota Madiun yang sudah
tersedia lebih lengkap dan modern.
Adapun tempat-tempat yang digunakan oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun dalam kegiatan tersebut adalah:
1. Asrama Haji Kota Madiun (menyewa)
2. Sewa tempat-tempat yang sekiranya calon jamaah haji merasa nyaman
dan puas seperti aula atau gedung-gedung yang ada di Kabupaten
Madiun
Penyampaian materi-materi manasik haji menggunakan sarana dan
peralatan sound system dan audio visual seperti televisi, proyektor, OHP,
dan VCD player untuk menampilkan video tentang pelaksanaan perjalanan
ibadah haji, hal ini dimaksudkan agar para calon jamaah haji dapat
menangkap isi dan pesan penjelasan dari video tersebut secara jelas serta
mengetahui keadaan dan lokasi ibadah haji di Arab Saudi. Sarana/




telah cukup tersedia dan lengkap yang sangat berguna untuk membantu
para calon jamaah haji dalam memahami dan mempraktekkan materi yang
telah disampaikan oleh tutor/ petugas pelaksana praktek manasik haji
sehingga pelaksanaan bimbingan dapat berjalan tertib, baik, dan lancar.
3. Praktek Manasik Ibadah Haji
Praktik pembimbingan manasik haji merupakan bentuk pelayanan
yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
kepada para calon jamaah haji yang telah mendaftar secara resmi di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan telah lunas membayar Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Cabang Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang telah
ditentukan. Pelaksanaan praktek manasik ibadah haji dilaksanakan sesuai
dengan urutan dan tahapan pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya
dengan tujuan agar para calon jamaah haji lebih mudah memahami proses
pelaksanaan ibadah haji dan mempraktekkannya. Proses pelaksanaan
praktek manasik haji terdiri dari 2 (dua) cara sesuai dengan gelombang dan
pembagian kloter para calon jamaah haji Kabupaten Madiun.
Dalam pelaksanaan praktek manasik haji massal tersebut terdapat
beberapa hambatan seperti ketidakdisiplinan dan tidak patuhnya para calon
jamaah haji dalam mengikuti pembimbingan manasik haji tersebut.
Namun hal ini dapat segera teratasi melalui tindakan tegas yang dilakukan
oleh pembimbing/ tutor dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten




calon jamaah haji yang bersangkutan dalam pembimbingan tersebut.
Pelaksanaan praktek pembimbingan ibadah haji massal dilakukan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang berkoordinasi dan
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Kepolisian Resort (Polres), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di seluruh
wilayah Kabupaten Madiun yang telah memperoleh izin dari Kantor
Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Izin yang diberikan kepada KBIH tersebut dapat dicabut apabila
telah habis masa berlakunya dan KBIH tersebut tidak memperpanjang
izinnya lagi, melanggar kebijaksanaan pemerintah dan perjanjian dengan
jamaah haji, serta mencemarkan nama baik agama dan Negara. Namun
satu hal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap KBIH adalah bahwa
materi-materi yang diberikan kepada calon jamaah haji harus berpedoman
pada Buku Bimbingan Ibadah Haji yang diterbitkan oleh Kementerian
Agama RI. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi berbagai macam
pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda dan munculnya
kesalahpahaman mengenai pelaksanaan ibadah haji di kalangan para calon
jamaah haji tersebut.
Berdasarkan penuturan Bapak Sulhan, pelaksanaan manasik haji
juga dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Manaasik Haji (KBIH) yang




kelompok yang masih aktif yaitu: KBIH Multazam, KBIH Ar-Rahman,
dan KBIH IPHI.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa secara
keseluruhan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun sudah
mampu melaksanakan secara maksimal dan rutin dalam pelaksanaan
bimbingan manasik haji tahun 2009. kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun cukup berperan aktif dalam pembimbingan manasik
haji tersebut. Selain itu, pelaksanaan praktek manasik haji massal sudah
dilakukan secara rutin dan intensif, yaitu diselenggarakan 16 (enam belas)
kali selama pembimbingan berlangsung dan sudah mencukupi kebutuhan
pembimbingan para calon jamaah haji. Hal tersebut dapat diketahui
berdasarkan pengamatan bahwa yang aktif dan berperan besar dalam
pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun.
Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan
oleh KBIH, calon jamaah haji dipungut biaya sebesar ketentuan yang
ditetapkan oleh masing-masing KBIH. Berdasarkan materi yang
disampaikan maupun kemampuan tutor/ pembimbing manasik haji yang
diimiliki oleh KBIH sama seperti yang terdapat di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun. Hal ini dapat diketahui karena KBIH bekerja
sama dan berkoordinasi dengan petugas haji dari Kantor Kementerian




sehingga para calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan di KBIH tidak
perlu merasa khawatir dan cemas dengan materi-materi yang mereka
terima dan kemampuan yang dimiliki oleh para tutor/ pembimbing dalam
pelaksanaan praktek manasik haji tersebut.
Selain itu, meskipun sarana/ alat praktek manasik haji yang
dimiliki oleh KBIH masih belum memadai dan mencukupi, bahkan sering
meminjam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, namun
pembimbingan manasik haji diselenggarakan lebih rutin dan intensif oleh
KBIH sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembimbingan para calon
jamaah haji.
Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan
pembimbingan manasik haji sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dalam memberikan
pembimbingan kepada calon jamaah haji belum dilaksanakan secara
maksimal dan ada beberapa calon jamaah haji yang masih mengikuti
penyelenggaraan dalam KBIH yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.
F. KOORDINASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
DENGAN PARA PELAKSANA IBADAH HAJI
Kementerian Agama Kabupaten Madiun memiliki kewajiban untuk
menyelenggarakan pelayanan mengenai ibadah haji kepada masyarakat,
khususnya bagi calon jamaah haji. Untuk memperlancar dan mempermudah
pemberian pelayanan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Madiun




memiliki hubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Agama Kabupaten Madiun.
Dalam rangka pelaksanaan koordinasi tersebut, Kementerian Agama
Kabupaten Madiun mengadakan pertemuan-pertemuan. Pertemuan ini
dimaksudkan untuk memadukan kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh
Kementerian Agama Kabupaten Madiun maupun lembaga atau instansi lain
agar selaras serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon
jamaah haji khususnya untuk musim haji tahun 2009. Dalam kesempatan
tersebut, setiap lembaga/ instansi dapat mengemukakan usulan maupun
kendala yang sedang dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji
yang nantinya dapat dibahas dan diselesaikan bersama-sama.
a. Adanya Pertemuan dengan Pihak Bank
Pertemuan antara Kementerian Agama Kabupaten Madiun dengan
pihak bank akan diberikan penjelasan tentang jadwal pendaftaran serta
jumlah minimal dari tabungan haji. Hal ini sangat penting mengingat
jadwal ibadah haji setiap tahun berubah, serta BPIH selalu berubah seiring
dengan perubahan kurs dolar terhadap rupiah.
Bank memiliki peranan penting bagi calon jamaah haji terutama
dalam melayani pembayaran BPIH. Pelaksanaan dari peranan tersebut
harus sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama
Kabupaten Madiun. Bank-bank yang melayani setoran pembayaran





Calon jamaah haji dapat melakukan sistem pembayaran BPIH
dengan sistem tabungan. Calon jamaah haji dapat mengangsur biaya
ibadah haji dengan cara membuka tabungan haji sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dan menyetor jumlah minimal tertentu kemudian
dapat melunasinya setelah mendapat nomor porsi keberangkatan dari
Kementerian Agama.
Bapak Satrio, petugas BPIH dari Bank Jatim memberikan
pendapat:
“…Bank dalam hal ini sebagai tempat pembayaran, sedangkan
urusan administrasinya tetap di Departemen Agama, dalam hal ini
Departemen Agama dan BPS-BPIH menyesuaikan data-data/
informasi supaya tidak tumpang tindih…”
Berdasarkan surat tanda bukti penyetoran BPIH disalah satu bank
tersebut, calon jamaah haji dapat mendaftar ke Kantor Urusan Haji
Kementerian Agama Kabupaten Madiun sehingga secara resmi tercatat
sebagai calon jamaah haji.
b. Adanya Pertemuan Dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
Pertemuan dengan KBIH dilaksanakan secara bersama-sama
dengan pihak bank. Dalam pertemuan tersebut pihak KBIH diberikan
penjelasan mengenai jadwal penyelenggaraan ibadah haji, baik jadwal
pembayaran BPIH, pembimbingan ibadah haji, pemeriksaan kesehatan,
serta pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
KBIH merupakan lembaga swasta yang memiliki izin resmi dari




KBIH di Kabupaten Madiun yang ikut berperan dalam penyelenggaraan
ibadah haji adalah: KBIH Multazam, KBIH Ar-Rahmah, dan KBIH IPHI.
Keberadaan KBIH-KBIH tersebut selain membantu pemerintah
menyelenggarakan ibadah haji, juga memberikan kesempatan yang lebih
luas kepada calon jamaah haji. Selain itu, kegiatan dari lembaga ini diatur
oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 30
ayat (2) tenyang penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:
“…Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan ibadah haji oleh
masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri…”
Jadi keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh KBIH telah
dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Namun kegiatan tersebut
harus sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah melalui
Undang-undang.
Pada prinsipnya Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk
menyelenggarakan bimbingan manasik haji, namun pihak KBIH juga
memiliki hak untuk menyelenggarakan bimbingan kepada calon jamaah
haji. Calon jamaah haji memiliki hak untuk mengikuti bimbingan yang
dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga memiliki kebebasan
mengikuti bimbingan yang diadakan oleh KBIH. Jika ada jamaah haji
yang menghendaki mengikuti bimbingan manasik haji yang diadakan oleh
KBIH, pihak Kementerian Agama tidak melarangnya, tetapi calon jamaah
haji mengakui untuk musim haji tahun 2009 pihak Kementerian Agama




Bapak Suhardi dari KBIH IPHI memberikan penjelasan:
“…fungsi KBIH memberikan ilmu kepada jamaah haji sebelum
berangkat ke Tanah Suci, supaya jamaah haji bisa melaksanakan
kewajibannya dengan baik…”
KBIH harus memiliki izin dari Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur sehingga dapat melaksanakan kegiatan
pembimbingan ibadah haji diseluruh kabupaten/ kota yang ada di wilayah
Jawa Timur.
c. Adanya Pertemuan Dengan Pihak Puskesmas dan Rumah Sakit Umum
Daerah
Instansi ini memiliki peran yang penting dan sangat dibutuhkan
oleh calon jamaah haji terutama pada saat pemeriksaan kesehatan. Calon
jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji apabila telah dinyatakan sehat
oleh instansi tersebut. Selain itu, instansi ini memiliki kewenangan untuk
memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan kepada calon
jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji serta cara-cara yang harus
dilakukan untuk merawat dan menjaga kesehatan pribadi selama ibadah
haji berlangsung. Informasi tersebut antara lain tentang haji wanita,
kesehatan secara umum, cara menghadapi cuaca, cara mengatur pola
makan di Tanah Suci, serta cara mempertahankan diri dari cuaca panas.
Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah haji tahap
pertama, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pemeriksaan
kesehatan tahap kedua, dengan memberikan suntikan meningitis, yaitu




haji atas permintaan Kementerian Agama yang disampaikan pada saat
pembimbingan ibadah haji berlangsung.
Kesehatan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan ibadah
haji. Pelaksanaan haji membutuhkan fisik yang kuat serta sehat agar para
jamaah haji dapat menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan lancar.
Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan, menjaga kesehatan tubuh, serta
tidak melakukan kegiatan yang menghabiskan banyak tenaga menjadi
sangat penting karena kondisi di Makkah dan Madinah sangat berbeda
dengan di Indonesia.
Dalam mempersiapkan kesehatan fisik, calon jamaah haji harus
melakukan latihan fisik, berolah raga, membiasakan diri makan makanan
bergizi sesuai dengan kebutuhan, serta bagi yang menderita penyakit
tertentu harus berkonsultasi dengan dokter secara intensif sehingga dalam
pelaksanaan ibadah haji nanti jamaah haji dapat melaksanakannya tanpa
ada gangguan terhadap kesehatannya.
G. PARTISIPASI
Konsep partisipasi kaitannya dengan implementasi penyelenggaraan
ibadah haji di Kabupaten Madiun ini bisa diartikan sebagai keterlibatan stake
holder, yaitu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun,
pegawai/ staf karyawan, jamaah haji Kabupaten Madiun, KBIH-KBIH dan
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
berupa aktivitas-aktivitas baik secara langsung atau tidak, dalam proses




kesadaran untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini. Penelitian
akan menjelaskan bagaimana wujud partisipasi dari masing-masing komponen
pelaksana terkait penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun ini.
a. Partisipasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji memerlukan sosok
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memiliki kemampuan manajerial
dan integritas profesional yang tinggi, serta demokratis dalam proses
pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Tugas seorang Kepala
Kantor Kementerian Agama menyangkut bagaimana tanggung jawab atas
departemennya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti mengelola
berbagai masalah menyangkut pelaksanaan administrasi kantor,
pembinaan tenaga pelaksana maupun pendayagunaan sarana dan
prasarana. Sedangkan tugas dan fungsi kepala Kantor Kementerian Agama
adalah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan program yang
mempunyai fungsi sebagai educator (guru), manager (pengarah,
penggerak sumber daya), administrator, supervisor (pengawas,pengoreksi
dan melakukan evaluasi).
Berdasarkan pengamatan yang penulis peroleh bahwa
kepemimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam mengarahkan
dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia sangat menentukan
keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Begitu juga dengan
kepemimpinan Drs. H. Sofyan Djauhari sebagai Kepala Kantor




penyelenggara yang sudah berlangsung selama ini. Kepala Kantor
Kementerian Agama disini selalu berusaha mengarahkan dan
memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi tujuan bersama. Hal
tersebut sesuai yang dikatakan Bapak Sulhan selaku Kasi penyelenggaraan
Haji dan Umrah:
“…Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun disini
lebih kepada peran sebagai pemimpin, tugas-tugas sudah
didelegasikan pada masing-masing penanggung jawab. Dalam
penyelenggaraan ibadah haji ini ada 1 koordinator program untuk
menyusun program mengkoordinasi pelaksanaan, dibantu
penanggung jawab program, ditambah sekretaris dan bendahara...”
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun sudah
menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin sebagaimana mestinya.
Terbukti bahwa ada suatu koordinasi yang baik dan pendelegasian tugas
kepada bawahannya untuk mensukseskan program tersebut. Keberadaan
koordinator program, sekretaris dan bendahara tersebut, tentunya akan
sangat membantu tugas kepala kantor Departemen Agama.
Kepemimpinan kepala Kantor Kementerian Agama merupakan
suatu hal yang sangat penting karena kepemimpinan dalam hal ini
berkaitan dengan masalah kepala kantor Kementerian Agama dalam
meningkatkan kinerja pegawai baik secara individu maupun kelompok.
Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok mengarahkan
dan memotivasi individu untuk bekerja sama dengan kelompok dalam





“…Partisipasi kepala Kandepag Kabupaten Madiun menurut
pengamatan saya sendiri sudah mempunyai kemampuan yang sangat
tinggi untuk mewujudkan bagaimana melaksanakan implementasi
penyelenggaraan ibadah haji ini, yang menjadi masalah adalah
bagaimana memotivasi jamaah haji, terutama pegawai di lingkungan
kandepag kabupaten Madiun untuk meningkatkan kinerjanya…”
Bapak Suhardi, Pengurus KBIH IPHI menambahkan:
“…Kepala Kandepag Kabupaten Madiun memberikan sosialisasi
kepada pembimbing supaya materi yang disampaikan sesuai dengan
prosedur dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak membingungkan
jamaah haji…”
Seperti yang dikemukakan diatas, peran kepala kantor Kementerian
Agama dalam rangka mensukseskan program ini sudah cukup baik.
Kepala kantor Kementerian Agama memang mempunyai peranan kunci
dalam menciptakan kondisi untuk penyelenggaraan ibadah haji ini. Bagi
para pelaksana khususnya, dorongan/ motivasi sangatlah diperlukan agar
komitmen yang disepakati semula dapat berjalan sesuai yang
direncanakan. Adapun permasalahan yang dihadapi kantor Departemen
Agama selama ini adalah naik turunnya semangat pegawai untuk menjaga
kesepakatan bersama, disamping itu juga kurangnya pemahaman yang
benar terhadap program ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak
Sulhan:
“…yang jadi masalah adalah untuk memberi motivasi mereka untuk
terus memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah haji serta
pemahaman yang benar tentang implementasi program ini…”
Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai wewenang dalam
membuat operasionalisasi sistem pelaksanaan pada masing-masing




secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi
program, memberikan dorongan dan bimbingan kepada para pelaksana.
Melalui otonomi yang luas, Kementerian Agama dapat
meningkatkan kinerja tenaga pelaksana dengan menawarkan partisipasi
aktif  mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama
dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional dan
profesional.
Peran kepala kantor Kementerian Agama sebagai administrator
harus dapat bekerja sama dengan pelaksana lapangan dalam
mengembangkan konsep implementasi penyelenggaraan ibadah haji yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem
penyelenggaraan, serta mendorong pelaksanaan penyelenggaraan haji oleh
para pelaksana lapangan. Di samping itu, peranan kepala kantor
Kementerian Agama memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
program penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini, kepala kantor
Kementerian Agama memang mempunyai peranan kunci dalam
pengembangan program ini. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun melimpahkan wewenangnya kepada kepala seksi
penyelenggaraan haji dan umrah dalam pengembangannya. Seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Sulhan:
“…Bapak (Kepala Kandepag Kabupaten Madiun) melimpahkan





Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun ini
menurut penulis sudah cukup berpartisipasi. Hal itu dapat dilihat dari
bagaimana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun selalu
melibatkan pegawai untuk pengambilan keputusan/ pengembangan
program.
Partisipasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
juga sangat berperan dalam hal ekstern departemen, salah satunya dengan
Kantor Imigrasi Kabupaten Madiun. Partisipasinya dalam hal ini antara
lain permohonan pembuatan paspor dan penandatanganan Surat Panggilan
Masuk Asrama (SPMA). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sulhan:
“…Kepala Kandepag Madiun sangat penting kaitannya dengan
1. Menandatangani Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) karena
jika tidak ada SPMA ini, jamaah haji tidak bisa masuk asrama
2. Memberikan rekomendasi untuk pembuatan paspor, karena
paspor jamaah haji tidak bisa dibuat kantor imigrasi tanpa
permohonan yang ditandatangani oleh kepala Kandepag
kabupaten Madiun
Maka dari itu partisipasi kepala kandepag ini cukup vital…”
Dari berbagai uraian diatas dapat diketahui bahwa partisipasi
kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dalam
implementasi penyelenggaraan ibadah haji ini sudah cukup baik. Hal
tersebut dapat dilihat dari bagaimana kepala kantor Kementerian agama
berperan sebagai pemimpin, yaitu selalu memberikan motivasi/ dorongan
seluruh pelaksana program, memberikan pengarahan dan pendelegasian
tugas. Kepala kantor Kementerian Agama juga secara tidak langsung




keputusan dalam pengembangan program, sehingga mereka akan tumbuh
suatu kesadaran untuk bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
b. Partisipasi Jamaah Haji, pegawai dan Staf/ Karyawan dalam
implementasi penyelenggaraan ibadah haji
Dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji ini, masalah
keadministrasian, perijinan, komunikasi, keamanan, pengelolaan, dan
koordinasi tentunya akan semakin kompleks. Perlu adanya komitmen yang
kuat dari semua karyawan. Pemberian layanan yang memuaskan dan
profesional juga sangat diperlukan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh
Bapak Sulhan selaku Kasi Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Madiun:
“…penyelenggaraan haji memang suatu masalah yang kompleks,
maka dari itu kami menugaskan pegawai-pegawai kandepag
Madiun yang sudah terlatih dan kompeten dalam penyelenggaraan
haji…..memang di Kandepag Kabupaten Madiun sudah ada Kasi
Haji yang khusus menangani masalah haji, tapi kita juga
membutuhkan bantuan rekan-rekan dari bagian lain untuk
membantu…mengenai pembagian tugas pegawai tersebut tetap
dari kasi Haji…”
Bapak Sofyan Djauhari, Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun juga menambahkan:
“…partisipasi pegawai dalam penyelenggaraan haji salah satunya
dalam pembuatan paspor, yang mengantar jamaah haji ke kantor
imigrasi adalah orang-orang departemen agama. Selain itu yang
bertanggung jawab mengantar jamaah haji dari kabupaten ke
asrama haji dan embarkasi, begitu pula penjemputan jamaah haji
saat pulang juga dari departemen Agama…”
Mengenai penyelenggaraan manasik Haji di kecamatan-kecamatan




bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Bapak Sulhan
mengungkapkan:
“…bimbingan jamaah haji 10 kali diselenggarakan oleh KUA
kecamatan, artinya siapa yang memberikan materi manasik haji,
pemeliharaan kesehatan dan teknik-teknik jamaah haji di Arab
Saudi diserahkan kepada masing-masing KUA, sedangkan yang di
kabupaten 4 kali itu tanggung jawab kasi haji…”
Bapak Sulhan juga menambahkan:
“…penyuluhan ke daerah-daerah bulan mei/ juni sudah dimulai,
kemudian pembagian kelompok KUA juga sudah diberitahu cara
kerja bimbingannya…”
Mengenai permasalahan/ kesulitan yang dihadapi dalam partisipasi
pegawai dan staf/ karyawan salah satunya adalah dalam pengurusan paspor
hijau. Mulai tahun 2009 pembuatan paspor dilaksanakan di kantor
imigrasi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dibuat oleh
Kementerian Agama. Dengan adanya hal tersebut maka pekerjaan
Kementerian Agama Kabupaten Madiun semakin rumit. Selain
memberikan penyuluhan kepada jamaah haji, juga memberikan penjelasan
kepada pegawai dan staf/ karyawan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun sendiri karena ini tergolong hal yang baru. Hal tersebut
seperti yang diungkapkan Bapak Sulhan:
“…kesulitan dalam implementasi mengenai pengurusan paspor
hijau, karena jamaah haji harus datang sendiri ke kantor imigrasi,
berbeda dengan tahun sebelumnya… selain itu kebanyakan
jamaah haji kita kan usianya sudah tua, sehingga dalam pengisian
form di kantor imigrasi yang cukup rumit pegawai kandepag
madiun diwajibkan membantu, dan harus bolak-balik dari





Sedangkan partisipasi jamaah haji Kabupaten Madiun sudah cukup
bagus, seperti yang diungkapkan Bapak Sulhan:
“…partisipasi jamaah haji dengan ikut bimbingan selama 14 kali,
10 kali di kecamatan dan 4 kali di kabupaten itu sudah sangat
bagus…”
Bapak Sofyan Djauhari sebagai Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun juga menambahkan:
“…dengan membayar BPIH jamaah haji sudah bisa dikatakan ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji, mengisi buku hijau
yaitu buku kesehatan jamaah haji dengan mengisinya di RSUD
Kabupaten Madiun itu juga salah satu partisipasi yang harus
dilaksanakan para jamaah haji…”
Sedangkan menurut Bapak Suparno, salah satu jamaah haji dari
Madiun mengungkapkan:
“…saya ikut saja dengan program dari Depag Madiun mas,
karena itu juga demi kebaikan jamaah haji itu sendiri…”
Dari berbagai uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
partisipasi pegawai, staf/ karyawan dan jamaah haji juga turut menentukan
dalam keberhasilan program penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten
Madiun. Sejak awal para pegawai dan staf/ karyawan juga sudah selalu
diberi motivasi dan pengarahan dari kepala Kantor Kementerian Agama.
Pada dasarnya, dalam implementasi program baik secara langsung atau
tidak, mereka juga selalu dilibatkan.
c. Partisipasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Bank




KBIH merupakan salah satu pihak yang ikut berperan bagi
kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Keberhasilan penyelenggaraan
ibadah haji sangat ditentukan seberapa jauh tingkat partisipasi KBIH
terhadap implementasi program-program yang diselenggarakan Kantor
Kementerian Agama. KBIH diharapkan bisa turut aktif dalam merancang
dan mengembangkan program-program Kementerian Agama. Dalam
implementasi Penyelenggaraan ibadah haji ini, KBIH harus memiliki
kesadaran tentang arti penting bimbingan ibadah haji, menyediakan
berbagai fasilitas penunjang yang diperlukan jamaah haji, dan melakukan
pertemuan rutin dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Madiun
guna memikirkan dan mencari solusi terhadap berbagai problem yang
dialami. Bapak Sulhan selaku Kasi Haji mengatakan  sebagai berikut :
“…KBIH di Kabupaten Madiun sudah sangat bagus
partisipasinya. Ketiga KBIH yaitu Multazam, Ar-rahman dan IPHI
ikut membimbing jamaah. Jamaah haji tersebut betul-betul
dibimbing dan mereka mampu melaksanakan haji mandiri…”
Mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan
oleh KBIH-KBIH di Kabupaten Madiun, Kementerian Agama Kabupaten
Madiun tidak mau mencampuri hal-hal yang dilaksanakan oleh KBIH
tersebut. Hanya saja Kementerian agama Kabupaten Madiun meminta apa
yang disampaikan oleh KBIH kepada jamaah haji harus sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kerja sama antara Kementerian
Agama Kabupaten Madiun dengan KBIH-KBIH yang ada di Kabupaten




manasik haji. Bapak Sofyan Djauhari sebagai Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun juga menambahi:
“…Koordinasi waktu dengan KBIH sebagai mitra Depag terutama
dalam manasik haji sangat penting terutama dalam pelaksanaan
manasik haji…”
Mengenai partisipasi BPS BPIH, Kementerian Agama Kabupaten
Madiun juga mengharapkan BPS BPIH bisa memberikan motivasi
tambahan kepada jamaah haji selain tentunya fungsi utama dari BPS BPIH
sebagai tempat pembayaran BPIH. Bapak Sulhan mengatakan:
“…BPS sudah bagus kerjasamanya, salah satunya yaitu BRI yang
beberapa waktu lalu jamaah yang membayar lewat BRI diundang
dan diberi kenang-kenangan berupa pakaian ikhram. Semoga hal
ini bisa memberi semangat bagi jamaah haji supaya bisa
melaksanakan ibadah haji yang lancar…”
Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
KBIH dan BPS BPIH dinilai cukup berpartisipasi dalam implementasi
penyelenggaraan ibadah haji. Tidak hanya dari segi materi dan pemberian
fasilitas saja, partisipasi KBIH dan BPS BPIH juga dapat berwujud
pemberian motivasi kepada jamaah haji secara penuh. KBIH dan BPS
BPIH pun juga dapat mengartikulasikan kebutuhannya dan mengontrol
program penyelenggaraan ibadah haji.
H. DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Diskresi merupakan suatu langkah keleluasaan yang ditempuh
administrator dalam pengimplementasian program dengan membuat suatu
keputusan yang belum terdapat dalam aturan sebelumnya. Dalam kaitannya




dapat dilihat bagaimana pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
mempunyai keleluasaan/ kelonggaran dalam menerapkan aturan yang telah
ada agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal yang perlu
diperhatikan dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji adalah terkait
dengan terbatasnya berbagai sumber daya yang ada dan belum adanya dana
yang mengkhususkan bagi penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun.
Bapak Sulhan sebagai Kasi Haji Kementerian Agama Kabupaten
Madiun menuturkan:
“… Mengenai pendanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini
kami hanya mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun, kalau soal anggaraan kami tidak bisa ikut
campur…”
Seharusnya dalam penyelenggaraan ibadah haji ini Pemerintah Daerah
memberikan bantuan kepada para jamaah haji. Seperti yang terdapat dalam
pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan
ibadah haji yang bunyinya “Kebijakan dan pelaksanaan dalam
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung
jawab pemerintah” dan juga dalam pasal 35 ayat (1) yang bunyinya
“Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
saerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah”.
Sesuai dengan pasal tersebut seharusnya pemerintah dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan bantuan kepada para jamaah haji,




untuk perjalanan dari Madiun ke Embarkasi Surabaya. Bapak Sulhan juga
menambahkan:
“… dalam hal transportasi, makan, dan hal-hal lainnya dalam
perjalanan dari Madiun ke Surabaya termasuk memberi uang rokok
kepada pendamping di bis itu jamaah yang menanggung…”
Bapak Sofyan Djauhari, Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun juga menambahkan:
“…pembuatan seragam haji warna telur bebek dan biaya kesehatan
menjadi tanggung jawab jamaah haji…”
Kementerian Agama Kabupaten Madiun juga mengharapkan
Pemerintah Kabupaten Madiun mau membuat anggaran dalam pelaksanaan
haji. Walaupun haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi
dalam Undang-undang juga disebutkan partisipasi dari Pemerintah dalam hal
ini Pemerintah Kabupaten Madiun juga cukup berperan dalam
penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Sulhan menambahkan:
“…ketika jamaah berangkat dari Madiun menuju Asrama haji kita
koordinasi dengan kabupaten. Tetapi Pemkab tidak mau
melaksanakan pasal 8, mestinya kalau tanggung jawab pemerintah
seluruh keperluan keberangkatan jamaah haji dari kabupaten ke
embarkasi begitu pula sebaliknya, itu diambilkan dari APBD, tetapi
prakteknya tidak begitu. Hal ini berbeda dengan Kabupaten
Nganjuk dan Sidoarjo yang seluruh keperluan jamaah haji dipenuhi
oleh Pemerintah Daerah masing-masing…”
“…kami masih menarik biaya sebesar Rp. 170.000,- kepada
masing-masing jamaah untuk biaya keberangkatan dan kepulangan
mereka dari embarkasi ke kabupaten. Tentunya hal ini agak
memberatkan mereka karena BPIH saja sudah sangat besar




Kelonggaran aturan semacam ini memang diperlukan dalam rangka
menjaga kelancaran program. Tindakan ini juga masih dalam kerangka
pencapain tujuan organisasi itu sendiri.
Dari berbagai uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
diskresi sebagai suatu langkah kelonggaran aturan atau keleluasaan/
kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Madiun untuk melakukan
kegiatan yang belum ada aturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada proses
biaya tambahan yang dibebankan kepada masing-masing jamaah haji dalam
perjalanan dari Kabupaten menuju embarkasi. Diskresi memang kadang
diperlukan dengan melihat keterbatasan sumber daya yang ada. Sehingga
aturan yang ada akan bersifat 'luwes' atau menyesuaikan dengan kondisi di







Bedasarkan penyajian dan pembahasan data, maka dalam bab terakhir ini
dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan, penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun
telah terlaksana dengan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan
sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara
formal maupun informal. Adanya biaya tambahan dalam pemeriksaan
kesehatan merupakan kebutuhan dari masing-masing jamaah haji dan
antara jamaah satu dengan yang lainnya berbeda. Dalam pelaksanaan
pendaftaran ibadah haji, jamaah haji harus beberapa kali datang ke Kantor
Urusan Haji untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dalam hal
pembimbingan ibadah haji, jamaah calon haji memiliki kesempatan untuk
mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun
yang mengikuti KBIH.
2. Dalam pembimbingan manasik haji, pemerintah telah melaksanakannya
melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan
latihan/ praktek manasik haji. Dalam hal ini pemberian materi mengenai
manasik haji harus sesuai dengan buku panduan ibadah haji, seperti materi
tentang do’a dan dzikir ibadah haji, pengamanan kesehatan haji, tata cara




ibadah haji. Materi-materi tersebut disampaikan secara beregu untuk
mempermudah tutor.
3. Materi tersebut telah disampaikan oleh tutor yang memiliki kemampuan
dibidangnya, seperti materi kesehatan disampaikan oleh dokter, materi
tentang tata cara pelaksanaan haji disampaikan oleh ulama, serta materi
tentang kebijakan pemerintah disampaikan oleh petugas pemerintah.
Selain itu, petugas/ tutor tersebut telah menunaikan ibadah haji dan
mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor dan pelatih yang
diselenggarakan oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur, sehingga para tutor tersebut mampu menyampaikan materi dengan
baik.
4. Latihan/ praktek manasik haji di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan di
Asrama Haji Kota Madiun. Dalam pelaksanaan pembimbingan tersebut
digunakan sarana/ peralatan seperti sound system, audio visual, buku-buku
panduan ibadah haji, serta alat peraga yang digunakan dalam praktek
manasik haji. Sarana tersebut telah mencukupi dan memadai sehingga
cukup membantu jamaah haji dalam memahami materi yang disampaikan.
5. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama
Kabupaten Madiun telah mengadakan koordinasi dengan lembaga atau
instansi terkait, seperti Bank dalam hal pelayanan pembayaran BPIH,
KBIH dalam hal pembimbingan manasik haji, serta puskesmas dan RSUD





Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran bagi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:
1. Dalam sosialisasi informasi tentang pelaksanaan haji, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Madiun bisa meningkatkan kinerja pegawainya yang
mengurusi sosialisasi kepada calon jamaah haji, supaya calon jamaah haji
mendapatkan informasi yang lebih tentang penyelenggaraan ibadah haji,
karena kebanyakan jamaah haji yang lokasinya jauh dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun mencari informasi sendiri.
2. Memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji, seperti memberikan
informasi mengenai perkembangan kuota haji serta memberikan
penjelasan yang lengkap mengenai persyaratan dalam pendaftaran ibadah
haji, dan memberikan bantuan kepada jamaah haji dalam mengurusi
paspor di Kantor Imigrasi.
3. Meskipun pelaksanaan manasik haji dapat terlaksana dengan baik, penulis
menyarankan hal tersebut tidak hanya untuk musim haji 2009 saja, tetapi
untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji seterusnya, selain itu
penyempaian materi lebih dikhususkan kepada jamaah haji manula, karena
kebanyakan dari mereka tidak menyerap materi manasik haji dengan baik.
4. Kerjasama dengan pihak terkait, seperti Bank dalam pembayaran BPIH,
KBIH dalam penyelenggaraaan manasik haji, dan puskesmas/ rumah sakit
dalam pengecekan kesehatan jamaah haji lebih diutamakan, supaya jamaah




Saran-saran tersebut tidak untuk menilai maupun mengkritik
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun, tetapi saran tersebut handaknya dapat ditanggapi secara
positif dan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi kinerja Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan ibadah haji
selama ini sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi kesalahan yang
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